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BAB

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Perangkat Daerah merupakan bentuk dari
pelaksanaan konsep desentralisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
otonomi daerah sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang menjadi
domain Pemerintah Pusat yang diserahkan ke daerah. Dalam kontek
pemerintahan, pemberian atau penyerahan sebagian kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang dalam pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan
kelembagaan perangkat daerah harus memperhatikan azas efektivitas
dan efisiensi sehingga mampu memenuhi pencapaian tujuan otonomi
daerah. Kompleksitas persoalan yang ada dan banyaknya aspek yang
dipertimbangkan, membuat kelembagaan pemerintah daerah dibuat
dengan mengacu pada pedoman yang terukur dan kajian argumentasi
yang rasional dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang ada.

Pembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di
daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi
manajemen pemerintahan, apabila model klasik menempatkan institusi
pemerintah  sebagai aktor dominan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan, maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai
perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam
lingkungan sistem politik, dilakukan perbaikan terus menerus
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus dipahami bahwa
perubahan tersebut dapat berlangsung dalam aras global, nasional,
maupun lokal, oleh karena itu reformasi manajemen pemerintahan
harus mengakomodasi semua aspek yang ada.

Dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada
substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaia
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tujuan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD,
sehingga perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam
melaksanakan wurusan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah. Untuk itu pembentukan perangkat daerah harus mampu
memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program
otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup
organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif
bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh
karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu
penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan
daerah.

Kehadiran organisasi perangkat daerah dibentuk secara normatif
untuk mengakomodasi ketentuan yang berlaku, tidak memberikan
beban keuangan bagi daerah secara berlebihan dan berkinerja untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Semangat untuk melakukan
penataan kelembagaan adalah untuk mendorong semangat otonomi
birokrasi agar tepat ukuran (right sizing) dan tepat fungsi (right function)
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Birokrasi
tidak lagi berorientasi besar dan lambat, tetapi ringkas dan lincah
dalam menghadapi berbagai perubahan,

Organisasi Perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi
yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah
dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal.
Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah
yang right sizing dan right function, Osborne dan Gaebler (1992) dalam
bukunya Reinventing Government menyakan bahwa dalam penyusunan
organisasi pemerintah menggunakan prinsip rule and mission driven
organization sesuai dengan visi dan misi jangka panjang daerah yang
akan dicapainya.

Penataan kelembagaan perangkat daerah yang mengarah pada
model right sizing, yaitu upaya penataan birokrasi pemerintah yang
intensif sesuai potensi daerah, efektif, efisien, pembagian tugas habis,
rentang kendali, tata kerja jelas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan
pemerintah daerah tercermin dari pendistribusian tugas dan fungsi
perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap tugas dan fungsi
perangkat daerah diharapkan menghasilkan organisasi perangkat
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daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan
fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi
pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung
terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local
government). Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan
identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gresik tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah wuntuk mengakomodir Sub Urusan
Pemadam Kebakaran dalam dan dengan melakukan penggabungan
pelaksanaan urusan pemerintah pada perangkat daerah yang memiliki
rumpun dan kedekatan fungsi, antara lain :

1. Bagaimana peluang untuk mewadahi kewenangan di bidang sub
urusan pemadam di Kabupaten Gresik dengan tetap berpedoman
pada kebijakan pembentukan perangkat daerah yang efektif dan
efisien ?

2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah dengan melakukan penggabungan pelaksanaan
urusan pemerintah dalam perangkat daerah yang serumpun?

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan dalam melakukan penataan
perangkat daerah yang tepat ukuran (right sizing) dan tepat fungsi
(right function) dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah ?

Adapun permasalahan yang dikaji dalam Naskah Akademik Nota
Keterangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah ini adalah urusan yang
menjadi kewenangan daerah, Strategi Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam RPJMD, Hasil Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja,
sebagai pra syarat terbentuk sebuah perangkat daerah yang tepat
bentuk, tepat fungsi dan tepat ukuran “BEST PERFORMANCE
ORGANISATION”. Kajian ini berangkat dari beberapa pertanyaan
untuk menjawab permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan urusan sesuai kewenangan
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundag-undangan?

b. Apakah Perangkat Daerah yang ada saat ini selaras terhadap Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Gresik?

c. Apakah bentuk dan besaran organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Gresik sudah memenuhi prinsip penataan organisasi
Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien?

1.3. Maksud dan Tujuan Kajian

Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis untuk
memberikan kejelasan sebagai dasar terhadap perubahan Nomen
Klatur, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja kelembagaan organisasi
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Gresik agar tidak
menyimpang dari ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai adalah
keselarasan Nomen Klatur, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai
dengan 2026 sehingga terbentuk sebuah perangkat daerah yang
berkinerja secara optimal.

1.4. Manfaat Kajian

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran secara konseptual yuridis dan operasional teknis kepada
berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam proses
penyempurnaan terhadap Nomen Klatur, Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, manfaat yang diharapkan antara
lain:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya, sebagai dasar
pertimbangan dalam penyelarasan Nomenklatur, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja melalui perubahan peraturan daerah, sehingga Perangkat
Daerah selaras terhadap Peraturan Daerah Kabupaten tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 sampai dengan 2026.

b. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik,
sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Nomenklatur Jabatan
Stukturan dan Jabatan Pelaksana dalam penentuan Nama dan Kelas
Jabatan.
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1.5. Keluaran (Output) Kajian

Hasil luaran (output) kajian ini adalah dokumen Naskah
Akademik Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Perangkat Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kinerja
perangkat daerahnya, mengingat organisasi perangkat daerah
merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah. Setiap Rumusan Tugas dan Fungsi perangkat daerah
merupakan represntasi dari core business yang diamanahkan pada
organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah
diberikan keleluasaan hak mengatur/diskresi (discresion) tidak
seutuhnya seragam sesuai dengan pedoman namun besaran organisasi
nomenklatur, tugas dan fungsi diselaraskan dengan RPJMD sebagai
arah utama kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai Gambaran kerangka berfikir Evaluasi Tugas, fungsi dan
tata laksana kerja mendasarkan atas RPJMD.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Kajian
Model Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
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Sumber : Dimodifikasi dari Sadu Wasistiono, 2015

Faktor yang menjadi basis analisis penilaian dalam
penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah ini, antara lain :

Faktor pertama adalah menyangkut visi daerah (jangka panjang)
dan visi pemerintah daerah (jangka menengah). Organisasi pemerintah
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daerah merupakan pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda
pemerintahannya. Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah selama
pemerintahannya, ia harus didukung oleh organisasi yang spesifik
menjadi pusat atau penggerak utama. Organisasi ini dimungkinkan
memiliki besaran organisasi yang berbeda dengan konsentrasi sumber
daya aparatur dan konsentrasi anggaran yang lebih besar. Cara
pandang ini memberikan ruang kepada kepala daerah leluasa
membentuk organisasi berdasarkan kebutuhan pencapaian visinya,
konsekuensi logisnya, besaran organisasi disesuaikan dengan strategi
yang akan dijalankan oleh Kepala Daerah.

Faktor kedua adalah potensi sumber daya yang dimiliki dan yang
akan dikembangkan. Analisis potensi suatu daerah sesungguhnya
untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengembangkan
inovasinya di daerah, yang perlu didukung dengan kelembagaan yang
mantap. Potensi unggulan pemerintah daerah memerlukan dukungan
kelembagaan yang tepat dengan daya dukung sumber daya manusia
dan ketersediaan keuangan yang mencukupi. Dengan sudut pandang
tersebut dimungkinkan untuk dilakukan perubahan organisasi
Perangkat Daerah sesuai dengan strategi dengan tetap berpegang pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, faktor ketiga karakteristik sosial dan budaya
masyarakat Kabupaten Gresik yang memiliki penduduk padat dan
wilayah daratan ditambah dengan 2 (dua) Kecamatan di P. Bawean
yang terdiri atas beberapa kepulacan tentu memiliki fokus dan
unggulan tersendiri. Prinsip ini sesungguhnya akan memberikan
kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih fokus
dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan potensi dan
kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan didukung
organisasi yang spesifik menjalankan urusan yang senyatanya ada
maka akan memudahkan penetapan target dan proses pencapaiannya
secara cepat. Namun jika organisasi yang dibentuk tidak sepenuhnya
menjalankan fungsi-fungsi yang diemban maka tidak akan membawa
percepatan perubahan.

Faktor keempat adalah kemampuan keuangan daerah dan SDM
aparatur pemerintah. Dalam pelaksanaan penataan perangkat daerah
faktor anggaran/pembiayaan, merupakan faktor kemampuan daerah
untuk dapat dijadikan sebagai salah satu variabel penentu.
Argumentasi ini dilandasi pengalaman penyelenggaraan pemerintah
daerah dari tahun ketahun dengan menghitung proporsi belanja yang
digunakan untuk belanja aparatur. Dengan melihat efektifitas
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pemanfaatan anggaran maka mau tidak mau perlu dilakukan penataan
organisasi perangkat daerah.

Pada awalnya pembentukan Nomenklatur dan menyusun uraian
tugas dan fungsi terkendala karena Peraturan Pemerintah Peraturan
Nomor 18 Tahun 2016 yang tidak segera di rispon oleh Kementerian
Lembaga dengan menyusun Pedoman Nomenklatur, uraian tugas dan
fingsi sebagai pedoman penyusunan Nomenklatur, tugas dan fungsi
perangkat daerah pelaksana urusan di daerah. Seiriring perjalanan
waktu telah lahir beberapa pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian
Lembaga terkait pelaksanaan urusan termasuk didalamnya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
Dan Kabupaten/Kota.

1.7. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini untuk
menemukan model kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan
memadukan antara hasil pemetaan dasar sesuai ketentuan yuridis
formal yang berlaku dan memcermati pelaksanaan tugas dan fungsi
yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Data yang diperlukan
adalah data primer dan data sekunder yang didasarkan atas
kebutuhan penyebutan nomenklatur, tugas, fungsi dan tata laksana
kerja perangkat daerah, yang dibedakan atas:

a) Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan para
pejabat setiap SKPD dan observasi lapangan, dilakukan dengan
jalan wawancara, mengamati, dan mengobservasi berbagai faktor
karakteristik daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;

b) Data Sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, yaitu
data yang tersedia pada pemerintahan daerah Pemerintah
Kabupaten Gresik yang mempunyai informasi berkaitan dengan
topik kajian, Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian terhadap
dokumen, laporan, bahan kepustakaan, dan data hasil evaluasi
kematangan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian
penataan perangkat daerah,

Pengumpulan data yang dipilih di dalam kajian ini
menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Observasi atau pengamatan, Metode ini digunakan untuk
mengamati bagaimana hubungan kerja antar instansi pada situasi
atau struktur yang ada saat ini;
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b)

d)

Wawancara mendalam, dilakukan dengan pihak-pihak SKPD
menguasai permasalahan umum dalam organisasinya, kemudian
juga para pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi serta tata laksana kerja,

Daftar isian, yaitu mengumpulkan data melalui format isian data
yang disediakan berdasarkan kriteria dan variabel yang sudah
ditentukan dan diaplikasikan perhitungan variabel secara online,
Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan
bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengaturan kelembagaan perangkat daerah, Selain itu, juga
dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang
sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan
pengayaan analisis,

Focus group discussion (FGD) dengan para pengambil kebijakan,
antara lain Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, Asisten
Administrasi dan Umum, Kepala Bagian Organisasi, Para Pimpinan
SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, dan Kepala Sub Bagian
Kelembagaan Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Gresik,

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.
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Menentukan arah pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah yaitu
lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pendekatan yang digunakan
bersifat stuktural yuridis, yaitu bahwa tugas dan fungsi perangkat
daerah hasus sesuai dengan kewenangan,

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja RPJMD
yang mencakup apakah tugas dan fungsi yang diampu jabatan
strukturan selaras dengan RPJMD;

. Atas dasar hasil pemetaan penyederhanaan birokrasi berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi berbagai informasi tersebut dilakukan analisis kualitatif
deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang, frekuensi maupun
narasi,

. Setelah semua tahap di atas dilaksanakan, maka proses berikutnya

adalah melakukan analisis terhadap kemungkinan perubahan
nomenklatur atau tugas, fungsi pada jabatan-jabatan tertentu,
Analisis ini fokus pada materi desain organisasi perangkat daerah,
antara lain keselarasan Nomenklatur, tugas dan fungsi tehadap




tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2024.

1.8 Struktur Penulisan

Naskah akademik ini terdiri dari 4 Bab yaitu:

Bab 1 Pendahuluan
Menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup latar
belakang, tujuan dari pelaksanaan evaluasi Nomenklatur tugas,
dan fungsi, metodologi, dan struktur penulisan,

Bab II Kerangka Konseptual, Teori dan Praktek Empiris
Berisi tentang Teori yang mendukung tentang Pengembangan
Organisasi,

Bab III Evaluasi Perbandingan Struktur Yang lama dan Yang Baru
Memuat tentang hasil Perbandingan Struktur Perangkat Daerah
yang lama dan rencana Perubahan,

Bab IV Penutup
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BAB

KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIK

2.1 Kebijakan Publik dan Pengembangan Organisasi
Penataan Organisasi erat kaitannya dengan Pengembangan
fungsi Organisasi untuk memanfaatan sumber daya organisasi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Untuk
mengetahui pemberdayaan SDM dalam organisasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsnya satu diantara metode yang
dipandang paling tepat adalah dengan analisa jabatan dan
analisabeban kerja. Analisis jabatan merupakan suatu proses
kegiatan dibidang kepegawaian untuk memastikan orang-orang
yang akan menduduki suatu jabatan tertentu dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya secara optimal, Menurut Gilbreth dalam
Moekiyat, (1998 : 12) tentang jabatan bahwa membagi jabatan
dalam gerakan-gerakan yang lebih mudah yang mereka analisis
guna mengatur gerakan-gerakan pekerja yang lebih efisien, lebih
mudah, lebih ekonomis, untuk menemukan “cara yang paling
baik” dalam menyelesaikan suatu jabatan. Analisis jabatan selain
mempelajari jabatan, juga memperlajari syarat-syarat orangnya
yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan jabatan itu dengan
sebaik-baiknya.

Analisa jabatan mempunyai kontribusi besar terhadap proses
evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, karena
dengan analisa jabatan, uraian tugas harus selaras dengan rincian
tugas dan fungsi jabatan structural. Penggunaan analisa jabatan
tidak lain bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara
beban kerja dengan kapasitas pekerja, sehingga mampu
menggambarkan efektivitas kerja masing-masing jabatan pada
perangkat daerah.
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Dalam pengembangan fungsi Organisasi adalah strategi yang
terencana dalam mewujudkan perubahan organisasi. Perubahan
tersebut harus mempunyai sasaran yang jelas dan didasarkan
pada suatu diagnosis yang tepat mengenai permasalahan yang
dihadapi oleh organisasi. Pengembangan organisasi harus ada
strategi untuk merubah nilai-nilai dari pada manusia dan juga
struktur organisasi sehingga organisasi itu adaptif dengan
lingkungannya. Salah satu teori yang relevan terhadap pokok
bahasan adalah  Organization Developmen (OD) untuk
menciptakan organisasi yang lebih adaptif, Warren Bennis, salah
satu penggagas Organization Developmen (OD) mengidentifikasi
tiga faktor yang mendasari kemunculan OD:

1, Kebutuhan akan bentuk organisasi yang baru, Organisasi
cenderung untuk mengadopsi bentuk tertentu pada suatu
kurun waktu, Pada saat ini, diperlukan bentuk yang lebih
adaptif.

2, Fokus pada perubahan budaya, Setiap organisasi membentuk
budaya-nya sendiri, yaitu nilai-nilai dan sistem yang berbeda,
Satu-satunya cara untuk berubah adalah dengan mengubah
budaya organisasi.

3, Meningkatkan kepedulian sosial, Karena adanya perubahan
perilaku sosial, karyawan di masa mendatang tidak akan lagi
mau menerima gaya manajemen otokratis; karenanya
kepedulian sosial yang lebih besar diperlukan oleh organisasi.

Organization Developmen (OD) terdiri atas upaya-upaya dan

program jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan organisasi untuk bertahan dengan merubah proses
pembaruan dan pemecahan masalah, Dengan demikian

Organization Developmen (OD) dimaksudkan untuk menuju

kepada kondisi organisasi yang adaptif dan mampu

mencapai organizational excellence dengan mengintegrasikan
tujuan organisasi dengan keinginan individu untuk tumbuh dan
berkembang, OD dilakukan dengan cara-cara berikut:

Direncanakan

Meliputi keseluruhan organisasi,

Dikelola dari atas,

Meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi,

Intervensi yang direncanakan dalam berbagai proses organisasi

dengan menggunakan pemahaman ilmu perilaku,

ah L
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Organization Developmen (OD) merupakan pendekatan sistematis
terhadap perubahan, yang direncanakan dengan baik. Hal
tersebut meliputi perubahan terhadap keseluruhan organisasi,
maupun terhadap sebagian dari suatu organisasi. Tujuan dari
Organization Developmen (OD) adalah wuntuk meningkatkan
efektivitas dari sistem dan untuk mengembangkan potensi dari
para anggota individu yang berada di dalamnya. Pengertian
tersebut memfokuskan  pengembangan = organisasi  pada
kemampuan Sumber Daya Manusia dalam merespon perubahan.
Dalam organisasi publik saat ini sudah tidak cukup hanya dengan
mengandalkan  formalitas yang cenderung kaku dan
mempertahankan status quo. Dalam organisasi publik di jaman
sekarang perubahan sudah merupakan cara organisasi untuk
tetap dapat eksis mencapai tujuan utama organisasi.
Konsekuensinya organisasi publik saat ini harus mampu
mengelola perubahan melalui pendekatan yang sistematis,
membedakan antara hal-hal yang efektif dan sehat, dengan yang
tidak.

Kemampuan itu harus dikembangkan melaui strategi
pendidikan bagi SDM yang dimiliki suatu organisasi, yang
bertujuan untuk merubah keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang
dipedomani dalam bekerja, agar lebih responsif terhadap berbagai
perubahan, termasuk juga dalam menyesuaikan, memperbaiki,
menyempurnakan dan mengembangkan struktur organisasinya.
Hasil pendidikan untuk menciptakan SDM yang lebih responsive
itu secara konkrit diwujudkan berupa kemampuan melayani
sesuai dengan sifatnya yang dinamis. Bersamaan dengan itu hasil
pendidikan itu secara konkrit juga harus meningkatkan
kemampuan SDM dalam mengantisipasi tantangan-tantangan
yang bersumber dari berbagai perubahan tersebut.

Sedangkan, pengembangan organisasi seperti yang
diungkapkan oleh Michael E, Mc Gill dalam Anoraga dan Suyati (
1995 ) adalah suatu proses sadar dan terencana untuk suatu
untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga
mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi
yang diukur penting dan pantas dikembangkan.

Pengembangan organisasi mengukur prestasi suatu

organisasi dari segi efisiensi, efektifitas, dan kesehatan, Efisiensi
dapat diukur dengan perbandingan antara masukan dan
keluaran. Rumus umum yang mengarahkan pemikiran akan
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efisiensi adalah minimaks masukan minimum dan keluaran
maksimum. Efektivitas bukan suatu ukuran kuantitatif, seperti
efisiensi, tetapi lebih merupakan ukuran kualitatif. Efektifitas
adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai
tujuannya-artinya, sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan
dapat dicapai (Anoraga dan Suyati 1995), Efektivitas bagi sebagian
besar organisasi merupakan urusan “maksi-maks”
memaksimumkan pencapaian tujuan.

Pengembangan Organisasi harus berupa kolaborasi antara
berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang
akan terjadi, keterlibatan dan partisipasi para anggota organisasi
harus mendapat perhatian. Program Pengembangan Organisasi
menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan
kinerja seluruh anggota organisasi. Pengembangan Organisasi
mengandung nilai-nilai humanistic dalam arti bahwa dalam
meningkatkan efektifitas organisasi, potensi manusia harus
menjadi bagian yang penting. Pengembangan Organisasi
menggunakan pendekatan kesisteman yang berarti selalu
memperhitungkan pentingnya inter relasi, interaksi dan inter
dependensi. Pengembangan Organisasi menggunakan pendekatan
ilmiah untuk mencapai efektivitas organisasi.

Kondisi organisasi berada dalam interaksi yang terus
menerus dan berkalanjutan, faktor-faktor eksternal sangatlah
berpengarus terhadap proses pencapaian tujuan organisasi,
Faktor-faktor yang berpengarus terhadap organisasi sebagaimana
dikutip dari http://www,2012books,lardbucket,org dapat
digambarkan 2,1, sebagai berikut :

et T

O LS D TS Sroskholcders

Cirgpanazadiom

Suppliers Linions
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Kondisi yang dihadapi organisasi publik di masa sekarang
sangatlah berbeda dengan kondisi satu dekade yang lalu, Era
otonomi daerah menciptakan adanya persaingan yang bersifat
domestik maupun persaingan yang bersifat global. Surabaya salah
satu contoh Daerah yang mampu menghadapi perubahan dengan
benar, masyarakat sebagai pemetik manfaat pelayanan publik
dapat merasakan dan gaung atas perubahan dapat mempengarui
tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
Tata kelola terhadap faktor-faktor eksternal yang berpengaruh
terhadap organisasi merupakan hal yang nyata, masyarakat
mengalami perubahan tuntutan atas pelayanan menjadi hal yang
wajar dan strategi untuk meningkatkan kapasitas organsiasi
harus terus dilakukan. Walaupun demikian dalam Pengembangan
Organisasi tidak mengamanahkan agar upaya-upaya perubahan
yang dilakukan organisasi publik tidak bersifat mendadak dan
hanya dalam jangka pendek.

Karakteristik OD

Untuk lebih memahami definisi dari OD, berikut adalah beberapa

karakteristik dasar dari program OD:

- Change, OD adalah strategy terencana yang dijalankan untuk
perubahan organisasi, Upaya perubahan tersebut bertujuan
pada sasaran spesifik dan berdasarkan pada suatu diagnosis
dari area yang bermasalah.

- Collaborative, OD pada dasarnya memerlukan pendekatan
kolaboratif untuk perubahan yang meliputi partisipasi dan
keikutsertaan dari anggota organisasi yang terkena dampak
perubahan.

- Performance, Program OD mendorong cara-cara untuk
meningkatkan dan mengembangkan kinerja dan kualitas,

- Humanistic, OD tergantung pada nilai-nilai humanistik tentang
manusia dan organisasi yang bertujuan untuk mencapai
organisasi yang lebih efektif dengan membuka kesempatan baru
untuk lebih memberdayakan potensi manusia.

- System, OD mewakili suatu pendekatan sistem yang
mempertimbangkan hubungan antar divisi, departemen,
kelompok, dan individu, sebagai suatu subsistem yang saling
tergantung satu sama lain dari organisasi secara menyeluruh.

- Scientific, OD adalah berdasarkan pendekatan scientific untuk
meningkatkan efektivitas organisasi.
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Dari karakter OD sesuai terminologi yang lebih umum bahwa
organisasi untuk dapat menjadi efektif, haruslah lebih dari
sekedar efisien tetapi organisasi harus mampu beradaptasi dengan
perubahan.

Dalam memahami organisasi publik, pemahaman akan teori-
teori terkait dengan pemerintahan sangat dibutuhkan, Kaufmann,
Kraay dan Mastruzzi (2004) mengatakan *Governance is the
relationship between governments and citizens that enable public
policies and programs to be formulated, implemented and evaluated,
In the broader context, it refers to the rules, institutions, and
networks that determine how a country or an organization
functions” (Governance /kepemerintahan adalah hubungan timbal
balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan
berbagai  kebijakan  publik dan  program = dirumuskan,
dilaksanakan, dan dievaluasi), Governance merupakan konsep
terkait dengan hubungan antara pemerintah/negara dengan
warganya dalam merumuskan kebijakan dan program agar dapat
diimplementasikan dan dievaluasi secara bersama-sama.

Dalam kontek lebih luas menunjuk pada sejumlah aturan,
institusi, dan jaringan yang menentukan berfungsinya suatu
negara atau organisasi), Sedang dari persfektif sektor
publik (Andrew, 2004) memaknai Governance sebagai “the manner
in which the government, working together with other stakeholders
in society, exercices its authority and influence in promoting the
collective welfare of society and the long-terms interested of the
nation” (Cara dimana pemerintah bekerjasama dengan pemangku
kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan
dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan
masyarakat dan tujuan jangka panjang dari suatu bangsa).

Pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil oleh
pemerintah bertujuan untuk mengupayakan kesejahteraan
masyarakat dalam pencapaian tujuan jangka panjang dalam
berbangsa dan bernegara. Negara yang menerapkan konsep
bernegara demokratis dalam melibatkan warganya diwujudkan
dengan cara melibatkan semua pemangku kepentingan
(stakeholders) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam
merumuskan kebijakan, penetapan institusi dan pola hubungan
antar pemangku kepentingan, Terkait dengan pemahaman
tersebut. Boon, dan Geraldine ( 2007 : 52 )
memaknai Governance sebagai “ the choosen path, policies,
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institutions and the resultant structures that collectively provide the
incentives and constraints to facilitate or impede interactions that
lead to economic progress and social wellbeing” (penentuan
berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang dipilih, yang
secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah
kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial lebih baik).

Selanjutnya, dari makna tersebut, Boon dan Geraldine
merumuskan Dynamic Governance sebagai “to how these choosen
paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain
and fast changing envinronment so that they remain relevant and
effektif in achieving the long-term desired outcomes of society”
(bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur
yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan
ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat
sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan
dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang
masyarakat).

Bertitik tolak pemahaman tersebut di atas, maka konsep
operasional dari Governance (kepemerintahan) adalah ”cara yang
ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda
pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara”. Dalam
kaitannya dengan cara menjalankan roda pemerintahan, di
samping kita mengenal adanya azas-azas penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dalam good governance (disebut good
governance karena pemerintah melibatkan masyarakat dan sektor
swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan). Bank Dunia (dalam
World Bank Economics Review, vol 18, 2002) juga
merekomendasikan perlunya memperhatikan 6 (enam) dimensi
dari governance yaitu:

1. Kebebasan dan akuntabilitas, perluasan peran serta
masyarakat dalam memilih penyelenggara pemerintahan,
kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan
kebebasan pers;

2. Stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi
pergantian pemerintahan lewat kekerasan, secara tidak
konstitusional dan memerangi terorisme;

3. Pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas

oleh aparatur pemerintah yang bebas dari tekanan politik,
komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan dan
melaksanakan kebijakan yang berkualitas;
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4. Aturan perundang-undangan yang berkualitas, kemampuan
pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan
kebijakan (perundang-undangan) yang mendorong peran
swasta dalam pembangunan;

5. Penegakan hukum, meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan
hukum akan dipatuhi, terutama keberlangsungan kontrak-
kontrak yang telah disepakati, demikian juga polisi, jaksa
dapat menegakkan hukum secara adil; dan

6. Pengendalian atau penghapusan korupsi,

Sedang konsep operasional dari Dynamic
Governance adalah ’kemampuan pemerintah menyesuaikan
kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan
tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat
tercapai”. Perubahan merupakan esensi dasar dalam dynamic
governance karena untuk dapat menyesuaikan cara yang
ditempuh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan
dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai
perubahan baik dari aspek rencana maupun implementasinya.
Rencana dan implementasi harus adaptif dengan besar kecilnya
ketidakmenentuan masa depan lingkungan global. Perubahan
umumnya merupakan hasil perpaduan dari dua unsur yaitu;
budaya (budaya organisasi pemerintah) dan kemampuan
(organisasi pemerintah).

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic
governance, maka dua elemen dari dynamic governance menurut
Boon, dan Geraldine (2007 : 12-46) adalah:

a. Budaya organisasi pemerintah meliputi ;
integrity (integritas), incorruptibility (tidak dapat disuap/tidak
korupsi), meritocracy (berdasar bakat & kemampuan/prestasi),
market (orientasi pasar yang berkeadilan), pragmatism (mudah
menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan
negara dari pada berkutat soal idiologi), multi-
racialism (berbagai etnik dan kepercayaan), termasuk juga
dalam budaya adalah; aktivitas negara (state activism), rencana
dan tujuan jangka panjang (long term), kebijakan yang sesuai
kehendak  masyarakat (relevance), pertumbuhan (growth),
stabilitas (stability), bijaksana (prudence), dan mandiri (self-
reliance);
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b. Kemampuan yang dinamis meliputi: thinking ahead (berpikir ke
depan), thinking again (mengkaji ulang), dan thinking
across (belajar dari pengalaman Negara /organisasi lain),

Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh able
people dan agile processes (orang yang berkemampuan dan
dilakukan dengan proses yang baik), serta dipengaruhi oleh future
uncertainties and  external practise (ketidakpastian masa
mendatang dan praktek/kebiasaan negara atau organisasi lain),

Kerangka dasar elemen-elemen di atas digambarkan sebagai

berikut:

Kerangka Sistem Good Governance Yang
Dinamis

Political
Leadership

v

Dynamic
Capability

: * Change
Public Adm Conceptuallze
. Th|nk|ng ahead
Agile Processes

Poley | Dynamic
Challenge > Good
Education Thmklng again
AUE people Customize,
Globalization
External Practice

Adaptive
Policies

Execution| GOVErnance
: :
ﬁ Constrains ﬁ Confronts ﬁ Catalyzesﬁ

Culture

Sumber: Adapted from Neo dan Chen (2007)

Thinking Ahead merupakan kemampuan mengidentifikasi
faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan
masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi
masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang
memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan
menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan
masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi
pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan
strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan
menyusun konsep  baru kebijakan yang  dipersiapkan
menyongsong masa depan.
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Cara berpikir ke depan bukanlah membangun wacana tanpa
komitmen yang penuh dengan ketidakpastian, berfikir masa depan
dituangkan dalam perencanaan yang aktual dan bukan
perencanaan yang hanya bersifat formal belaka. Berfikir kedepan
dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan adalah menyusun
kebijakan yang mampu mengajak masyarakat untuk berfikir
strategis sehingga mereka dapat melihat kegiatan pembangunan di
masa depan dengan lebih masuk akal. Berlatih berfikir untuk
menggali masa depan merupakan cara untuk menjadikan kita
peka terhadap peluang dan ancaman yang mungkin menjadi factor
pendorong atau penghambat dalam proses mencapai tujuan
organisasi di masa depan. Penyelenggara pemerintahan harus
mampu untuk berpikir ke depan atau meninjau masa depan
dengan baik untuk diri, organisasi dan jabatan yang diampunya,
dalam hal ini meliputi :

1. Berfikir untuk menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi
terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang memiliki
dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan;

2. Turut merasakan dampak pembangunan terhadap pencapaian
tujuan pembangunan sedang berjalan, dan menguji efektivitas
kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan;

3. Turut terlibat dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan
digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman
terhadap peluang yang baru; dan

4. Berperan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci
dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-
isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka untuk
membicarakan kemungkinan respon/tanggapan yang akan
diambil,

Thinking Again merupakan kemampuan meninjau kembali
berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan,Apakah
hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah
memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didisain ulang untuk
mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu
melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi
sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program,

dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang
diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah
terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru,
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ukuran/standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu

kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.

Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelaikan dan
kecocokan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan
dengan kondisi sedang dihadapi dan masa mendatang akibat
perubahan lingkungan global yang cepat.

Proses memikirkan kembali / kaji ulang meliputi:

1. Menganalisis dan meninjau kinerja terakhir berdasarkan
umpan balik masyarakat;

2. Mencari penyebab mendasar tercapai atau tidak tercapainya
sebuah target;

3. Meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk
mengidentifikasi faktor-faktor menonjol penyebab keberhasilan
dan kegagalan;

4. Mendisain kembali kebijakan dan program, sebagian atau
seluruhnya sehingga kinerja dapat diperbaiki dan tujuan
tercapai secara lebih baik; dan

5. Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat
dan pelanggan menikmati pelayanan dan outcome lebih baik,

Thinking  Across merupakan kemampuan  untuk
mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka
berpikir (mindset) yang secara tradisional telah melekat dan
menjadi dasar melakukan sesuatu atau menjadi kebiasaan yang
sudah dianggap menjadi bagian dari budaya. Belajar dari
pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah
negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran
segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi,
dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Falsafah dasar dalam thinking acrossini adalah present-
outside, future-insideyang dapat dimaknai saat ini pikiran-
pikiran brilian, kebijakan, strategi dan program yang baik-baik
masih menjadi milik negara atau organisasi lain tetapi ke depan
akan menjadi milik kita. Belajar dari pihak lain bukan sekedar
teknis operasional, tetapi lebih penting dari itu adalah
menyangkut mengapa pihak lain dapat menyelesaikan masalah
yang sama dengan cara berbeda, bagaimana mereka mendisain

suatu kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik
kemajuan masyarakat setempat, dan lain-lain yang bersifat
inovatif dan kreatif.
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Proses thinking across ini meliputi:

1. Mencari dan menemukan praktek-praktek implementasi suatu
kegiatan/program yang kurang lebih  sama/memiliki
kemiripan;

2. Refleksikan atau gambarkan tentang apa yang mereka
lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukan, ambil
pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan;

3. Evaluasi apa yang dapat diterapkan pada kontek lokal (tempat
kerja, masyarakat setempat/lokal), pertimbangkan hal-hal dan
kondisi unik yang mungkin dapat diterima masyarakat lokal;

4. Ungkapkan hubungan antara ide-ide baru atau kombinasikan
ide-ide berbeda yang dapat menciptakan pendekatan yang
inovatif terhadap isu-isu yang muncul; dan

5. Sesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan
setempat/lokal.

Proses berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir ke
luar dari mindset yang sudah terbentuk merupakan proses
pembelajaran yang harus dilakukan oleh pemerintah karena:
Pertama, untuk memahami pengaruh dari masa depan terhadap
perkembangan dalam negeri sehingga dapat dipersiapkan suatu
kebijakan yang memungkinkan warganya mengatasi masalah yang
akan dihadapi. Kedua, Kerusakan lingkungan physik dan non
physik akan berdampak pada mandulnya kebijakan meskipun
telah dibuat sebaik dan seteliti mungkin. Oleh karena itu proses
peninjauan ulang (thinking again) perlu dilakukan untuk menilai
apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan agenda nasional
atau tujuan jangka panjang. Ketiga, dalam pemikiran baru tentang
ekonomi, untuk tetap bertahan memerlukan pembelajaran dan
inovasi untuk menghadapi tantangan baru sehingga tercipta
berbagai kesempatan dan peluang. Untuk itu pemerintah perlu
melihat perkembangan negara lain agar dapat diterapkan di dalam
negeri.

Pada gambar di atas tampak bahwa kemampuan untuk
melakukan thinking ahead, thinking again, dan thinking across
harus didukung oleh orang yang memiliki kemampuan (able
people) dan harus dilakukan dengan proses yang baik/benar (agile

processes). Orang yang berkemampuan artinya adalah orang-orang
yang dapat atau mampu membaca masa depan yang akan
menghampiri berdasarkan fakta, gejala dan perkembangan masa
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kini ditambah proyeksi akibat perubahan global yang cepat. Orang
berkemampuan juga bermakna orang yang memiliki kewenangan,
karena banyak orang memiliki kemampuan seperti disebut di atas
tetapi tidak memiliki kesempatan dan kewenangan (kewenangan
formal/kewenangan akademik). Kewenangan formal terkait dengan
jabatan/posissi seseorang secara struktural, dan kewengan
akademik terkait dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Agile
processes berkaitan dengan cara, mekanisme atau prosedur yang
benar dalam melakukan thinking ahead, thinking again,
dan thinking across, cara yang benar dimaksud adalah
berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah tidak tercampur dengan
kehendak pribadi atau terkontaminasi keinginan politik kelompok
tertentu atau sekedar formalitas untuk menghabiskan anggaran.

Thinking ahead dipengaruhi secara tidak langsung oleh
masa depan yang tidak menentu (future uncertainties) yang dapat
terjadi karena instabilitas socio-ekonomi, politik maupun karena
terorisme dan bencana alam. Ketidakmenentuan masa depan ini
akan memberi wawasan (insight) bagi pencarian kebijakan yang
cocok (fit) untuk membangun sebuah konsep (conceptualize) baru
dalam mengadopsi suatu kebijakan yang adaptif (adaptive policies).

Demikian juga dengan thinking across secara tidak langsung
dipengaruhi oleh praktek-praktek penyelenggaraan
pemerintahan (external practices) negara lain, dan akan
melahirkan ide-ide/pemikiran (ideas) baru yang didapat melalui
pertukaran pengalaman (trade-offs) dan pada gilirannya thinking
across akan membudaya pada setiap pembuatan kebijakan yang
adaptif.

Hal lain yang memiliki pengaruh mendasar dalam dynamic
governance adalah budaya, yang meliputi prinsip, semangat tidak
korup, orientasi pasar, pragmatis, multi-etnik dan kepercayaan,
berorientasi jangka panjang, keterkaitan dengan kebutuhan
masyarakat, pertumbuhan (ekonomi), stabilitas. Kebijaksanaan
dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, serta kemandirian, yang
semuanya mempengaruhi dan melahirkan tiga kemungkinan
yaitu: menghambat (constraints), bertentangan (confronts), dan
menghubungkan / penghubung (catalyzes). Dalam praktek pada
banyak negara terdapat sebagian atau seluruh

budaya meghambat, bertentangan atau penghubung (mendukung)
proses dynamic governance.
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Kebijakan yang diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil
proses thinking ahead, thinking again, dan thinking
across selanjutnya diimplementasikan sebagai semangat
kepemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance).

Untuk mengimplimentasikan konsep Dynamic Governance
esensinya ada pada perlunya melakukan perubahan, untuk
mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang tidak
terantisipasi. Dengan demikian konsep dynamic governance dapat
diterapkan pada organisasi publik maupun privat sebagaimana
penataan perangkat daerah. Pada penyelenggaraan pemerintahan
daerah misalnya, kegiatan thinking ahead dilakukan dengan
menyusun Perencanaan Stratejik yang dituangkan dalam Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran pada dokumen RPJMP, RPJM, Rentra
OPD. Dalam thinking ahead melalui proses Analisis yang matang
memproyeksi apa yang akan dihadapi dalam 5, 10, 15 atau 20
tahun ke depan dengan mempertimbangkan kecenderungan
perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai factor lingkungan
stratejik baik skala (nasional, regional, dan global), konstalasi
politik, dan sosio-ekonomi masyarakat.

Dalam thinking againdapat dipertanyakan : apakah
kebijakan, strategi, dan program pembangunan sedang berjalan
sudah tepat ? Apakah perangkat daerah yang ada dan sumber
daya manusia ASN yang ada sudah mampu untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan pelayanan (masyarakat) ? Apakah kuantitas
dan kualitas aparatur pemerintah daerah telah tersedia memadai,
dan bekerja optimal sesuai bidangnya ? Apakah satuan kerja
perangkat daerah telah melaksanakan tugas pokok fungsi masing-
masing secara optimal ? Apakah penempatan pejabat pada jabatan
tertentu telah sesuai aturan yang ada (Analisa Jabatan dan
Analisa Beban Kerja) ? Apakah ada jaminan karier bagi
pejabat/pegawai berprestasi ? dan lain-lain, Kaji ulang
dimaksudkan untuk melihat kesiapan kemampuan daerah untuk
melaksanakan tugas masa kini dan masa datang.

Thinking across pada dasarnya adalah berfikir dengan cara
membuat lompatan dalam percepatan, hal tersebut dapat
dilakukan oleh pihak lain. Bila dalam kontek Daerah dapat
dilakukan dengan belajar dari pengalaman Daerah lain atau dalam

kontek dapat dilakukan dengan melakukan study tiru dengan
institusi sejenis baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk
meningkatkan kemampuan SDM dapat dilakukan dengan
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mendatangkan orang yang dianggap ahli pada bidang yang
dibutuhkan atau mengirimkan pejabat/pegawai untuk mengikuti
study pada institusi tertentu ke daerah atau negara lain agar
memperoleh pengetahuan baru sesuai bidang masing-masing.
Tujuan yang ingin dicapai dalam Thinking across adalah
menambah kemampuan, baik konseptual, managerial, teknis,
maupun kemampuan sosial. Sebagaimana yang sudah terjadi di
negeri kita sendiri ada suatu daerah yang mampu mengolah segala
potensi yang dimiliki sesuai karakteristik budaya, geografi, dan
sumber daya yang ada sehingga menjadi daerah yang maju,
kesamaan tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk membangun
daerah lain. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, Kabupaten
Banyuwangi, Kota Bandung, dan daerah lain yang menjadi sarana
untuk tukar menukar pengalaman dan informasi untuk kebaikan
bersama antar organisasi pemerintah daerah. Bahkan ada yang
dengan berani untuk membangun konsep kota kembar yang
diyakini akan dapat memetik manfaat bagi kedua belah pihak
yang melaksanakan pengembangan pembangunan di daerah
masing-masing.

Dalam penerapannya konsep dynamic governance pada
pemerintahan daerah dipengaruhi oleh banyak factor antara
lain:

a. Komitmen Pimpinan

Peran komitmen pimpinan memiliki arti yang sangat
penting dalam mengimplementasikan konsep dynamic
governance. Pimpinan dalam pemerintah daerah dapat
diartikan Kepala Daerah dengan unsur-unsur yang
berpengaruh pada pemerintahan di daerah. Seperti komitmen
(Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD) disamping itu dalam
pelaksanaan wurusan, sangat dipengaruhi oleh komitmen
pimpinan organisasi perangkat daerah untuk melakukan
perubahan yang konsisten dan berkelanjutan bagi organisasi
peranglat daerah yang dipimpinya. Fungsi pemerintah sebagai
sebuah lembaga pembuat kebijakan yang sekaligus pelaksana
kebijakan, komitmen pimpinan merupakan hal fundamental.
Posisi pimpinan dengan segala kewenangan yang dimiliki
sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan dalam organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin
sebagai inisiator pembuat kebijakan sangat menentukan arah
tujuan pembangunan yang ingin dilaksanakan, mulai dari
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menyusun regulasi, sebagai eksekutor sekaligus mengawasi
berjalan tidaknya kebijakan yang mereka buat. Dengan
kewenangan pipinan daerah yang begitu besar sebagai mana
amanat Undang-undang, bila pimpinan daerah tidak memiliki
komitmen yang tinggi niscaya tidak akan terjadi perubahan
menuju kearah perbaikan namun justru sebaliknya.
b. Pengisian jabatan

Dalam pengisian formasi pegawai pada setiap jabatan
yang tersedia harus benar-benar didasarkan pada syarat-
syarat yang tertuang dalam analisa jabatan dan analisa beban
kerja untuk memastikan bahwa pengisian jabatan sudah
sesuai dengan = peraturan = perundang-undangan = dan
kemampuan prestasi pegawai. Hal tersbut penting
diperhatikan, karena yang dapat melakukan proses thinking
ahead, thingking again, dan thinking across adalah para
pejabat yang memiliki kewenangan formal dan didukung
kopetensi yang mumpuni. Setiap pengampu jabatan yang
diangkat dan ditunjuk dengan mendasarkan atas hasil analisa
jabatan dan analisa beban kerja dapat dipastikan sudah
memiliki kompetensi sesuai dangan yang dipersyaratkan dalam
jabatan. Bila untuk menduduki jabatan tidak mendasarkan
pada analisa jabatan dan analisa beban kerja dan hanya
mendasarkan pada selera dan kedekatan hubungan dapat
dipastikan tidak akan terjadi perubahan menuju kearah
perbaikan.

c. Pragmatisme

Dalam banyak kasus hanya sedikit orang yang konsisten
dengan idealismenya, meskipun pada awal banyak orang
memiliki idealisme namun pada pertengahan jalan larut
dengan kepentingan jangka pendek mengejar keuntungan
pribadi, suku, dan golongan. Pragmatisme terkait juga dengan
budaya ingin serba seketika (instan) yang telah terbentuk
sebagai sebuah mindset dengan mengabaikan proses.
Peningkatan jenjang pendidikan yang niat awalnya sebagi
upaya peningkatan kualitas diri, namun dalam praktek
dilakukan sekedar untuk mendapat ijazah setingkat lebih
tinggi tanpa tambahan pengetahuan yang memadai, adalah

contoh kecil pragmatisme. Ketidakmampuan unsur pimpinan
pemerintahan daerah untuk menjaga integritas, kejujuran dan
menegakkan keadilan dalam berbagai hal akan mendorong
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tumbuhnya primordialisme yang dapat menjadi lahan bagi
berkembangnya pragmatis dan pada gilirannya akan
merugikan organisasi dan masyarakat.
d. Kemampuan Sumber Daya

Secara garis besar sumber daya menyangkut dua hal
yaitu sumber daya yang tampak/tangible (sumber daya alam,
sarana/prasarana, sumber daya manusia) dan sumber daya
tidak tampak |/ intangible (konsep, fikiran, moral, budaya,
kepemimpinan, peraturan, dan lain-lain). Khusus sumber daya
manusia tidak saja menyangkut sumber daya aparatur
pemerintahan daerah tetapi juga keseluruhan warga
masyarakat daerah. Tingkat pendidikan, moral dan budaya
masyarakat akan menentukan tingkat akseptabilitas terhadap
suatu perubahan yang pada gilirannya berimbas pada pola
fikir, gaya kepemimpinan, dan kemampuan sumber daya
aparatur pemerintahan daerah, karena aparatur pemerintahan
daerah merupakan bagian dari warga masyarakat daerah.

2.2 Kondisi Empiris

Dengan segala kondisi yang ada di Kabupaten Gresik
terdapat komitmen yang kuat Kepala Daerah dalam
meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Gresik. Dari
kondisi tersebut merupakan peluang yang sangat strategis untuk
mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dengan mengevaluasi
seluruh perangkat daerah agar selaras dengan Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam RPJMD.
Perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan
Perangkat Daerah adalah sebagaimana table berikut :

TABEL 2.1
No, PERANGKAT DAERAH TIPE
1 Sekretraiat Daerah A
2 Sekretariat DPRD A
3 Inspektorat A
4 BAPPEDA A
S Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset A
Daerah
6 Badan Kepegawaian Daerah

7 Dinas Pendidikan
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No, PERANGKAT DAERAH TIPE
8 Dinas Kesehatan A
9 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang B
10 | Dinas Perumahan dan Permukiman A
11 | Satuan Polisi Pamong Praja A
12 | Dinas Sosial A
13 | Dinas Tenaga Kerja A
14 | Dinas Pertanahan C
15 | Dinas Lingkungan Hidup A
16 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A
18 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan A

dan Perlindungan Anak
19 | Dinas Perhubungan B

20 | Dinas Komunikasi dan Informatika

21 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan
Perdagangan

22 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP B
23 | Dinas Pemuda dan Olahraga A
24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan B
25 | Dinas Perikanan A
26 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan A
27 | Dinas Pertanian A
28 | Kecamatan A
29 | Kelurahan
30 | BPBD
31 | BAKESBANGPOL
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BAB

EVALUASI PERANGKAT DAERAH

Secara ringkas materi muatan dalam bab ini membahas tentang
Pelaksanaan dan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
3.1 Perubahan Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah memiliki posisi yang sangat
penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Desain, struktur, mekanisme kerja, dan
kualitas aparatur sangat menentukan kinerja perangkat daerah.
Seberapa tepat merancang desain, struktur, dan proses kerja
sehingga mampu menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan
sinergik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan.

Dalam merancang desain dan struktur organisasi perangkat
daerah tentunya harus mendasarkan pada urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus ada dan urusan
wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pelayanan dasar
yang menjadi prioritas daerah serta urusan pilihan sesuai dengan
potensi  unggulan daerah. [Evaluasi dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan
kemudahan interaksi. Struktur perangkat daerah harus efisien,
Prinsip efisiensi ini menggambarkan bahwa struktur harus
sederhana dan ramping tapi mampu mengemban banyak fungsi.

Dengan berazaskan pada prinsip efektivitas maka harus
menata struktur organisasi perangkat daerah agar mampu
mewujudkan outputs dan outcomes yang optimal. Selain itu secara

prinsip kemudahan interaksi menjamin adanya kemudahan
koordinasi antar organisasi di daerah dan antar organisasi dengan
warganya juga menjadi factor yang harus diperhitungkan secara

Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik



cermat. Dengan penataan struktur organisasi atau perangkat
daerah yang memenuhi ketiga prinsip diatas, maka akan dapat
mengembangkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.
Dinamisasi perangkat daerah yang diselaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gresik, merupakan suatu proses yang akan terus berlanjut sesuai
dengan hasil evaluasi perangkat daerah. Evaluasi Perangkat
daerah itu sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata
suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah. Penataan kelembagaan harus diimbangi
dengan penataan pada elemen-elemen lain dalam sestem yang
saling keterkaitan. Seperti penataan SDM, Penataan Keuangan,
Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan
mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

3.2 Perbadingan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

PERBANDINGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH

NO OPD SESUAI PP 18 NO PERUBAHAN HASIL EVALUASI
1. | Sekretariat Daerah 1. | Sekretariat Daerah
2. | Asisten 2. | Asisten
1 Asisten Pemerintahan dan 1 Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
a Bagian Pemerintahan Umum a Bagian Tata Pemerintahan
Subbagian Administrasi Subbagian Administrasi
Pemerintahan Pemerintahan
Subbagian Otonomi Daerah Subbagian Administrasi
dan Kerjasama Kewilayahan

Subbagian Otonomi Daerah dan
Kerjasama Daerah

b Bagian Hukum b Bagian Hukum
Subbagian Produk Hukum Subbagian Produk Hukum Daerah
Daerah
Subbagian Bantuan dan Subbagian Bantuan dan Penyuluhan
Penyuluhan Hukum Hukum
Subbagian Kajian, Evaluasi Subbagian Kajian, Evaluasi dan
dan Dokumentasi Hukum Dokumentasi Hukum

c Bagian Administrasi c Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat
Subbagian Keagamaan Subbagian Subbagian Sarana dan

Prasarana Keagamaan

Subbagian Kesejahteraan Subbagian Aktivitas Keagamaan
Sosial
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NO

OPD SESUAI PP 18

NO

PERUBAHAN HASIL EVALUASI

Subbagian Kesejahteraan

Subbagian Kesejahteraan Sosial dan

Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat
2 Asisten Perekonomian dan 2 Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Pembangunan
a Bagian Program a Bagian Administrasi Pembangunan
Pembangunan
Subbagian Penyusunan Subbagian Penyusunan Program
Program

Subbagian Pengendalian

Subbagian Pengendalian

Subbagian Monitoring dan
Pelaporan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

b Bagian Perekonomian dan
SDA

b Bagian Perekonomian dan SDA

Subbagian BUMD dan BLUD

Subbagian Perekonomian

Subbagian Perekonomian

Subbagian BUMD

Subbagian Energi dan Sumber
Daya Minerba

Subbagian SDA

¢ Bagian Layanan Pengadaan

¢ Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Pengelolaan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa
Subbagian Pelayanan Subbagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik

Subbagian Advokasi dan
Pengembangan Kelembagaan

Subbagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa

3 Asisten Administrasi Umum

3 Asisten Administrasi Umum

a Bagian Organisasi dan Tata
Laksana

a Bagian Organisasi

Subbagian Kelembagaan dan
Analisa Jabatan

Subbagian Kelembagaan dan Analisa
Jabatan

Subbagian Tata Laksana dan
Pelayanan Publik

Subbagian Tata Laksana dan
Pelayanan Publik

Subbagian Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Subbagian Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

b Bagian Umum

b Bagian Umum

Subbagian Umum dan
Kepegawaian

Subbagian Ketatausahaan dan
Kepegawaian

Subbagian Rumah Tangga
dan Pemeliharaan

Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Administrasi
Barang

Subbagian Keuangan dan Aset

c Bagian Keuangan

Subbagian Anggaran dan
Pertanggungjawaban

Subbagian Penatausahaan
Keuangan Pimpinan

d Bagian Hubungan Masyarakat

c Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan

Subbagian Hubungan
Masyarakat dan Dokumentasi

Subbagian Protokol

Subbagian Protokoler

Subbagian Komunikasi Pimpinan

Subbagian Pengaduan

Subbagian Dokumentasi
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NO OPD SESUAI PP 18 NO PERUBAHAN HASIL EVALUASI
Masyarakat
2. | Staf Ahli Bupati 2. | Staf Ahli Bupati
a Staf Ahli Bupati Bidang I a Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan
Politik
b Staf Ahli Bupati Bidang II b Staf Ahli Fisik Prasarana
¢ Staf Ahli Bupati Bidang III c Staf Ahli Ekonomi dan Sosial
3. | Sekretariat DPRD 3. | Sekretariat DPRD
1 Sekretaris 1 Sekretaris
a Bagian Umum a Bagian Umum
Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Tata  Usaha dan
Kepegawaian Kepegawaian
Subbagian Perlengkapan, Subbagian Perlengkapan dan
Rumah Tangga dan Aset Rumah Tangga
b Bagian Humas dan Protokol b Bagian Program dan Keuangan
Subbag Informasi, Subbag Perencanaan dan
Kehumasan dan Protokol Penganggaran
Subbag Dokumentasi, Subbag Perbendaharaan dan
Perpustakaan dan Pengaduan Pelaporan
¢ Bagian Perundang-Undangan c Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan
Subbag Risalah dan Subbag Kajian Perundang-
Persidangan Undangan
Subbag Perundang-Undangan Subbag Persidangan dan Risalah
Subbag Alat Kelengkapan Subbag Humas, Protokol dan
DPRD Publikasi
d Kepala Bagian Keunagan d Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan
Aspirasi
Subbag Program dan Subbag Fasilitasi Penggaran dan
Anggaran Pengawasan
Subbag Perbendaharaan dan Subbag Kerjasama dan Aspirasi
Pelaporan
4. | Dinas Pendidikan 4. | Dinas Pendidikan
1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas
a Sekretariat a Sekretariat
Subbagian Umum dan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; Kepegawaian;
Subbagian Program dan Subbagian Program dan Pelaporan;
Pelaporan;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan;

b Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

b Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Seksi Pendidik

Seksi Pendidik

Seksi Tenaga Pendidikan

Seksi Tenaga Pendidikan

Seksi  Peningkatan  Mutu Seksi Peningkatan Mutu Pendidik
Pendidik dan Tenaga dan Tenaga Kependidikan
Kependidikan

¢ Bidang Pendidikan Dasar ¢ Bidang Pendidikan Dasar
Seksi  Kurikulum  Sekolah Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
Dasar

Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik




NO OPD SESUAI PP 18 NO PERUBAHAN HASIL EVALUASI
Seksi  Kurikulum  Sekolah Seksi Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama Menengah Pertama
Seksi Peningkatan Mutu Seksi Peningkatan Mutu Siswa
Siswa

d Bidang Anak Usia Dini dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
Non Formal dan Non Formal
Seksi Kurikulum Pendidikan Seksi Kurikulum Pendidikan Anak
Anak Usia Dini Usia Dini
Seksi Kurikulum Pendidikan Seksi Kurikulum Pendidikan Non
Non Formal Formal
Seksi Peningkatan Mutu Paud Seksi Peningkatan Mutu Paud dan
dan Non Formal, Non Formal
e Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan Manajemen
Manajemen Pendidikan Pendidikan
Seksi Manajemen Pendidikan Seksi Manajemen Pendidikan
Seksi Data dan Informasi Seksi Data dan Informasi
Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Sarana dan Prasarana
18 UPT Kewilayahan UPT SPF
UPT Risource Centre UPT Layanan Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus
UPT Satuan Pendidikan Non UPT SPNF
Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kecamatan Cerme
5. | Dinas Kesehatan 5. | Dinas Kesehatan

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretariat

a Sekretariat

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Program dan

Kepala Subbag Program dan

Pelaporan Pelaporan
b Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat
Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan
Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah
Raga

Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga

¢ Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Seksi Surveilans dan
Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Keswa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Keswa

d Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Pri
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Primer
Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Rujukan
Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan
Tradisional Tradisional
e Bidang Sumber Daya e Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kesehatan
Seksi Kefarmasian Seksi Kefarmasian
Seksi Alat Kesehatan Seksi Alat Kesehatan
Seksi Sumber Daya Manusia Seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan
UPT Pelayanan Farmasi UPT Instalasi Farmasi
UPT Akademi Keperawatan
UPT Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan
Daerah
UPT Puskesmas
6. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 6. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Ruang

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretariat a Sekretariat
a. Subbagian Umum dan a. Subbagian Umum dan
Kepegawaian,; Kepegawaian
b. Subbagian Program dan b. Subbagian Program dan
Pelaporan; Pelaporan
c. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Keuangan
b Bidang Bina Marga b Bidang Bina Marga
Seksi Perencanaan dan Seksi Perencanaan dan Evaluasi
Evaluasi
Seksi Pembangunan Jalan Seksi Pembangunan Jalan dan
dan Jembatan Jembatan
Seksi Preservasi Jalan dan Seksi Preservasi Jalan dan
Jembatan Jembatan
¢ Bidang Bidang Bina Jasa ¢ Bidang Sumber Daya Air
Konstruksi
Seksi Pengaturan Bina Jasa Seksi Perencanaan Sumber Daya
Konstruksi Air
Seksi Pemberdayaan Jasa Seksi Pelaksanaan Sumber Daya
Konstruksi Air
Seksi Pengendalian dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Pengawasan Jasa Konstruksi Sumber Daya Air
d Bidang Cipta Karya d Bidang Tata Ruang
Seksi Perencanaan dan Seksi Perencanaan dan Pengaturan
Pengendalian Tata Ruang
Seksi Pelaksanaan PLP dan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
Air Minum
Seksi Pelaksanaan Penataan Seksi Pengendalian dan
Bangunan dan Lingkungan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
e Bidang Sumber Daya Air e Bidang Pertanahan

Seksi Perencanaan Sumber
Daya Air

Seksi Administrasi Pertanahan

Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik




NO

OPD SESUAI PP 18

NO

PERUBAHAN HASIL EVALUASI

Seksi Pelaksanaan Sumber
Daya Air

Seksi Pembebasan Lahan

Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya
Air

Bidang Tata Ruang

Seksi Perencanaan dan
Pengaturan Tata Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan
Ruang

Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang

UPT Peralatan

UPT Gresik Selatan

UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan
dan Sumber Daya Air Wilayah
Selatan

UPT Gresik Utara

UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan
dan Sumber Daya Air Wilayah Utara

UPT Bawean

UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan
dan Sumber Daya Air Wilayah
Bawean

UPT Limbah Cair Domestik

UPT Pengelolaan Limbah Cair
Domestik

Dinas Perumahan, Kawasan dan
Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan
7 Permukiman 7

1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas

a Sekretaris a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Program dan
Pelaporan

Kepala Subbag Program dan
Pelaporan

Bidang Rumah Umum

Bidang Perumahan

Seksi Pendataan dan
Perencanaan Rumah Umum

Seksi Rumah Umum

Seksi Penyediaan Rumah
Umum

Seksi Rumah Swadaya

Seksi Pemantauan dan
Evaluasi Rumah Umum

Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas
Umum (PSU) Perumahan

Bidang Rumah Swadaya

Bidang Kawasan Permukiman

Seksi Pendataan dan
Perencanaan Swadaya

Seksi Pencegahan Kawasan Kumuh
dan Peningkatan Kualitas
Permukiman

Seksi Pemberdayaan dan
Pelaksanaan Rumah Swadaya

Seksi Pemantauan dan
Pengendalian Kawasan Permukiman

Seksi Pemantauan dan
Evaluasi Rumah Swadaya

Seksi Perencanaan dan
Pengembangan Kawasan
permukiman

d Bidang Kawasan Permukiman

d Bidang Cipta Karya
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Seksi Pendataan dan Seksi Perencanaan dan
Perencanaan Kawasan Pengendalian
Permukiman
Seksi Pencegahan dan Seksi Pelaksanaan PLP dan Air
Peningkatan Kualitas Minum
Kawasan Permukiman
Seksi Pemanfaatan dan Seksi Pelaksanaan Penataan
Pengendalian Kawasan Bangunan dan Lingkungan
Permukiman

e Bidang Prasarana dan Sarana e Bidang Bina Jasa Konstruksi
Utilitas Umum (PSU)
Seksi Perencanaan Prasarana Seksi Pengaturan Bina Jasa
dan Sarana Utilitas Umum Konstruksi
Seksi Pelaksanaan Prasarana Seksi Pemberdayaan Jasa
dan Sarana Utilitas Umum Konstruksi
Seksi Pemantauan dan Seksi Pengendalian dan
Evaluasi Prasarana dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Sarana Utilitas Umum
UPT Rusunawa UPT Rusunawa

8 | Dinas Tenaga Kerja 8 | Dinas Tenaga Kerja
1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas

a Sekretariat a Sekretariat
Subbagian Umum dan Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepegawaian
Subbagian Program dan
Pelaporan Subbagian Program dan Pelaporan
Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan

b Bidang Pelatihan Kerja b Bidang Pelatihan Kerja dan

Peningkatan Produktivitas

Seksi Kelembagaan Pelatihan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
Seksi Penyelenggaraan Seksi Peningkatan Produktivitas
Pelatihan
Seksi Sertifikasi Kompetensi

¢ Bidang Informasi Pasar Kerja c Bidang Informasi dan Data
dan Peningkatan Ketenagakerjaan
Produktivitas
Seksi Informasi Pasar Kerja Seksi Informasi Pasar Kerja
Seksi Peningkatan dan Seksi Data Ketenagakerjaan
Konsultasi Produktivitas
Seksi Pengukuran dan Analisa
Produktivitas

d Bidang Penempatan Tenaga d Bidang Penempatan Tenaga Kerja
Kerja dan Perluasan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kesempatan Kerja
Seksi Penempatan Tenaga Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan
Kerja Penggunaan Tenaga Asing
Seksi Perlindungan Tenaga Seksi Perlindungan Pekerja Migran
Kerja Luar Negeri Indonesia

Seksi Pengembangan dan
Perluasan Kesempatan Kerja
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e Bidang Hubungan Industrial e Bidang Hubungan Industrial dan
dan Jaminan Sosial Tenaga Jaminan Sosial
Kerja
Seksi Persyaratan Kerja Seksi Hubungan Industrial
Seksi Pengupahan dan Seksi Pengupahan, Syarat Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial
Seksi Penyelesaian Seksi Perselisihan Hubungan
Perselisihan Hubungan Industrial
Industrial
UPT Balai Latihan Kerja UPT Balai Latihan Kerja

9 | Dinas Kependudukan dan 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Pencatatan Sipil Sipil
1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas

a Sekretariat a Sekretariat
Subbagian Umum dan a. Subbagian Umum dan
Kepegawaian; Kepegawaian;
Subbagian Program dan b. Subbagian Program dan
Pelaporan; Pelaporan;
Subbagian Keuangan,; c. Subbagian Keuangan;

b Bidang Pelayanan Pendaftaran b Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Penduduk
Seksi Identitas Penduduk Seksi Identitas Penduduk
Seksi Pindah Datang dan Seksi Pindah Datang dan Pendataan
Pendataan Penduduk Penduduk

¢ Bidang Pelayanan Pencatatan ¢ Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Sipil
Seksi Kelahiran dan Kematian Seksi Kelahiran dan Kematian
Seksi Perkawinan, Perceraian, Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan

d Bidang Informasi Administrasi d Bidang Informasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
Seksi Sistem Informasi Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Seksi Pengolahan dan Seksi Pengolahan dan Penyajian
Penyajian Data Data Kependudukan
Kependudukan

e Bidang Pemanfaatan Data dan e Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan Inovasi Pelayanan
Seksi Kerjasama dan Inovasi Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan Pelayanan
Seksi Pemanfaatan Data dan Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan Dokumen Kependudukan

10 | Dinas Perhubungan 10 | Dinas Perhubungan

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretariat

a Sekretariat

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan,
Program dan Pelaporan

Kepala Subbag Keuangan, Progr
dan Pelaporan
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b Bidang Kelalulintasan dan b Bidang Kelalulintasan
Pengendalian Operasional
Seksi Manajemen Lalu Lintas Seksi Manajemen dan Rekayasa
Seksi Rekayasa Lalu Lintas Seksi Pengendalian dan Operasional
Seksi Pengendalian Seksi Keselamatan
Operasional Lalu Lintas
¢ Bidang Angkutan Jalan c Bidang Angkutan
Seksi Pelayaran Seksi Angkutan Orang
Seksi Angkutan Darat Seksi Angkutan Barang
Seksi Angkutan Udara dan Seksi Angkutan Lainnya
Perkeretaapian
d Bidang Sarana dan Prasarana d Bidang Tata Kelola Prasarana
Perhubungan
Seksi Pengembangan Seksi Pengembangan Teknologi
Perhubungan
Seksi Pemeliharaan Seksi Tata Kelola Prasarana
Perhubungan dan Sarana
Perparkiran
Seksi Pengelolaan Parkir Seksi Tata Kelola Terminal dan
Perbengkelan
UPT Wilayah Selatan
UPT Wilayah Utara
UPT Terminal Bunder
UPT Wilayah Bawean UPT Pengelolaan Prasarana
Perhubungan wilayah Bawean
UPT Pengujian Kendaraan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Bermotor
UPT Pengelolaan Prasarana
Perhubungan wilayah Kota
11 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 11 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretariat

a Sekretariat

Subbagian Umum dan Subbagian Umum dan
Kepegawaian,; Kepegawaian,;

Subbagian Program dan

Pelaporan; Subbagian Program dan Pelaporan,;

Subbagian Keuangan.

Subbagian Keuangan.

b Bldapg P'e ngem l?angan b Bidang Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Seksi Pengembangan Industri Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata Pariwisata
Seksi Pengembangan Seksi Pengembangan Destinasi
Pariwisata dan Tata Kelola Pariwisata
Destinasi
¢ Bidang Pemasaran Pariwisata Sek'81lPer1gembangan Pemasaran
Pariwisata
Seksi Sarana dan Informasi c

Pariwisata

Bidang Ekonomi Kreatif

Seksi Pendataan dan

Seksi Eduksi dan Perencanaan
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Pengembangan Pasar Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pariwisata
Seksi Promosi dan Kerjasama Seksi Pengembangan Usaha
Ekonomi Kreatif dan Hubungan
Antar Lembaga
d Bidang Kebudayaan Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif

Seksi Pelestarian Budaya dan Bidang Kebudayaan

Nilai Tradisi

Seksi Kesenian Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai
Tradisi

Seksi Sejarah dan Seksi Kesenian

Kepurbakalaan

UPT Kawasan Wisata Giri Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

UPT Kawasan Wisata Malik Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Ibrahim

UPT Kawasan Wisata Bawean Seksi Pembinaan Kepemudaan
Seksi Pembinaan Keolahragaan
Seksi Prasarana dan Sarana
Kepemudaan dan Olahraga
UPT Destinasi Wisata Terpadu
Kawasan Gresik
UPT Destinasi Wisata Terpadu
Kawasan Bawean

12 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12

1 Kepala Dinas

a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan,
Program dan Pelaporan

b Bidang Kepemudaan

Seksi Organisasi Kepemudaan

Seksi Karang Taruna dan
Kepramukaan

Seksi Minat Bakat dan
Pemuda Produktif

¢ Bidang Olahraga

Seksi Sarana dan Prasarana
Olahraga

Seksi Olahraga Prestasi

Seksi Olahraga Rekreasi

UPT Sarana Olahraga R
Kromo Wijoyo

UPT Sarana Olahraga Gelora
Joko Samodro

UPT Wahana Ekspresi Seni KT
Poesponegoro
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13. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan
1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas
a Sekretaris a Sekretaris
Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbag Program dan Kepala Subbag Program dan
Pelaporan Pelaporan
b Bidang Koperasi b Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Seksi Kelembagaan dan Seksi Kelembagaan Koperasi dan
Pengawasan Koperasi Usaha Mikro
Seksi Produksi dan Seksi Pemberdayaan Koperasi dan
Pemasaran Koperasi Usaha Mikro
Seksi Pembiayaan Koperasi Seksi Pengawasan Koperasi dan
Usaha Mikro
¢ Bidang Usaha Mikro
Seksi Kelembagaan dan
Pengawasan Usaha Mikro
Seksi Produksi dan
Pemasaran Usaha Mikro
Seksi Pembiayaan Usaha
Mikro
d Bidang Perindustrian d Bidang Perindustrian
Seksi Industri Kecil dan Seksi Pembangunan Sumber Daya
Menengah Industri Kecil dan Menengah
Seksi Industri Mikro Seksi Sarana dan Prasarana
Industri Kecil dan Menengah
Seksi Promosi, Pemasaran Seksi Pemberdayaan Industri Kecil
dan Permodalan dan Menengah
e Bidang Perdagangan e Bidang Perdagangan
Seksi Luar Negeri dan Dalam Seksi Pengembangan Perdagangan
Negeri Dalam Negeri, Bina Usaha, Logistik
dan Distribusi Perdagangan
Seksi Peredaran Barang dan Seksi Promosi dan Pengembangan
Perlindungan Konsumen Perdagangan Luar Negeri
Seksi Usaha Perdagangan Seksi Pengendalian Usaha
Kecil dan Non Formal Perdagangan Kecil, Data, Sistem
Informasi Perizinan dan Usaha Non
Formal
UPT Pasar Kota UPT Pengelolaan Pasar
UPT Pasar Baru
UPT Pasar Wilayah Selatan
UPT Pasar Wilayah Utara
UPT Metrologi Legal UPT Metrologi Legal
14. | Dinas Pertanian 12 | Dinas Pertanian

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretaris

a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian
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Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Program dan
Pelaporan

Kepala Subbag Program dan
Pelaporan

Bidang Usaha Tani dan
Penyuluhan

Seksi Pengembangan Usaha
dan Kelembagaan Petani

Seksi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil

Seksi Pemasaran Hasil

Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana, Prasarana dan
Penyuluhan

Seksi Alat dan Mesin
Pertanian

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Seksi Pengolahan Lahan

Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Pengelolaan Air

Seksi Penyuluhan

Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

Seksi Produksi Tanaman
Pangan

Seksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Holtikultura

Seksi Perlindungan Tanaman

Seksi Perkebunan

Bidang Perkebunan

Seksi Tanaman Semusim

Seksi Tanaman Tahunan

Seksi Pengendalian Hama dan
Penyakit

Bidang Peternakan

Bidang Peternakan

Seksi Kesehatan Masyarakat
Venteriner

Seksi Bina Usaha

Seksi Bina Usaha Peternakan

Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesehatan Masyarakat
Venteriner

Bidang Pangan

Bidang Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan

Seksi Distribusi dan Harga
Pangan

Seksi Distribusi dan Cadangan
Pangan

Seksi Keanekaragaman dan
Keamanan Pangan

Seksi Penganekaragaman dan
Keamanan Pangan

UPT Wilayah I

UPT Wilayah II

UPT Wilayah III

UPT Wilayah IV

UPT Wilayah V

UPT Wilayah VI

UPT Pusat Kesehatan Hewan
di Kecamatan
Balongpanggang

UPT Pusat Kesehatan Hewan Di
Balongpanggang
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UPT Pusat Kesehatan Hewan UPT Pusat Kesehatan Hewan Di
di Kecamatan Panceng Panceng
UPT Teknologi Taman UPT Taman Teknologi Pertanian
Pertanian di Kecamatan
Panceng
UPT Rumah Pemotongan Hewan
UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian
Di Bawean
15. | Dinas Perikanan 13 | Dinas Perikanan
1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas
a Sekretaris a Sekretaris
Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbag Program dan Kepala Subbag Program dan
Pelaporan Pelaporan
b Bidang Perikanan Budidaya b Bidang Perikanan Budidaya
Seksi Produksi Perikanan Seksi Produksi Perikanan Budidaya
Budidaya
Seksi Pengembangan Kawasan Seksi Pengembangan Kawasan
Budidaya Budidaya
Seksi Kesehatan Ikan dan Seksi Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Lingkungan
¢ Bidang Perikanan Tangkap ¢ Bidang Perikanan Tangkap
Seksi Penangkapan Ikan Seksi Penangkapan Ikan
Seksi Pengelolaan TPI Seksi Pengelolaan TPI
Seksi Kenelayanan Seksi Kenelayanan
d Bidang Pengelolahan dan d Bidang Pengelolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan
Seksi Bina Mutu dan Logistik Seksi Bina Mutu dan Logistik Tkan
Ikan
Seksi Pengembangan Produk Seksi Pengembangan Produk hasil
hasil Perikanan Perikanan
Seksi Akses dan Promosi Seksi Akses dan Promosi Pasar
Pasar
e Bidang Pengelolaan dan e Bidang Pengelolaan dan
Pengawasan Sumberdaya Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Perikanan
Seksi Pengelolaan Ruang Laut Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan
dan Konservasi Konservasi
Seksi Pendayagunaan Pesisir Seksi Pendayagunaan Pesisir dan
dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Kecil
Seksi Pengawasan Sumber Seksi Pengawasan Sumber Daya
Daya Perikanan Perikanan
UPT Laboratorium Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
Perikanan
UPT Pasar Ikan
UPT Perikanan Wilayah
Bawean
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UPT Pengawasan dan
Konservasi
UPT Tempat Pelelangan Ikan UPT Tempat Pelelangan Ikan
Campur Rejo Campur Rejo
UPT Pengembangan Perikanan UPT Perikanan Budidaya Air
Budidaya Tawar /Payau

16. | Badan Pendapatan, Pengelolaan 14 | Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan Aset Daerah

1 Kepala Dinas

1 Kepala Badan

a Sekretariat

a Sekretariat

Subbagian Umum dan Subbagian Umum
Kepegawaian Kepegawaian

Sub Penyusunan Program dan Sub Penyusunan Program dan
Pelaporan Pelaporan

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan

b Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan

b Bidang Pengembangan dan
Informasi Pendapatan

Subbidang Pendataan dan

Subbidang Pengembangan Potensi

Verifikasi Pendapatan Daerah
Subbidang Penetapan dan Subbidang Advokasi dan Regulasi
Penilaian

Subbidang Pengolahan Data
dan Informasi

Subbidang Pengolah Data dan
Informasi

¢ Bidang Pajak Daerah Lainnya

¢ Bidang Pajak Daerah Lainnya

Subbidang Pendataan dan

Subbidang Pendataan Pajak Daerah

Pengembangan Lainnya
Subbidang Penetapan dan Subbidang Penetapan dan
Pemeriksaan Pemeriksaan
Subbidang Legalisasi Benda Subbidang Penagihan, Keberatan
Berharga dan Legalisasi

d Bidang Penagihan dan d Bidang Pendapatan Daerah PBB
Pelayanan dan PBHTB
Subbidang Penagihan Pajak Subbidang Pendataan dan Verifikasi
Daerah PBB dan PBHTB

Subbidang Pelayanan dan
Keberatan Pajak Daerah

Subbidang Penetapan dan Penilaian

Subbidang Bagi Hasil dan
Pelaporan Pendapatan Daerah

Subbidang Pemungutan, Penagihan

dan Keberatan

e Bidang Anggaran

e Bidang Anggaran Daerah

Subbidang Penyusunan
Anggaran Urusan
Pemerintahan Wajib

Subbidang Anggaran Daerah I

Subbidang Penyusunan
Anggaran Urusan
Pemerintahan Lainnya

Subbidang Anggaran Daerah II

Subbidang Administrasi
Anggaran

Subbidang Anggaran Daerah III

f Bidang Perbendaharaan

f Bidang Perbendaharaan

Subbidang Belanja Daerah

Subbidang Penerimaan Daerah

Subbidang Penerimaan

Subbidang Pengeluaran Daerah
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Daerah
Subbidang Akuntansi dan Subbidang Akuntansi dan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
g Bidang Pengelolaan Aset Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Subbidang Pemanfaatan dan Subbidang Penatausahaan Aset
Pengamanan
Subbidang Penilaian, Subbidang Penggunaan,
Penghapusan dan Pemanfaatan, Pengamanan dan
Pemindahtanganan Pemeliharaan
Subbidang Penatausahaan Subbidang Penilaian,
Aset Pemindahtanganan dan
Penghapusan
UPTB Wilayah Utara
UPTB Wilayah Selatan
UPTB Wilayah Kota UPT Pelayanan Pajak
Daerah Wilayah Gresik
UPTB Wilayah Bawean UPT Pelayanan Pajak Daerah
Bawean
17 | Dinas Sosial 15 | Dinas Sosial

1 Kepala Dinas.

1 Kepala Dinas

a Sekretariat

a Sekretariat

Sub Bagian Umum dan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Kepegawaian
Sub Bagian Program dan Sub Bagian Program dan Pelaporan
Pelaporan

Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan.

b Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Rehabilitas Sosial

Seksi Pemulihan

Seksi Kesejahteraan Sosial Anak
dan Lanjut Usia

Seksi Pengembangan

Seksi Rehabilitasi Disabilitas

Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

¢ Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial

Seksi Perlindungan Sosial

Seksi Penyelenggaraan
Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan Korban Bencana
Alam dan Bencana Sosial

Seksi Data dan Informasi Sosial

d Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Kelembagaan dan Kerja
Sama Sosial

Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial

Seksi Kelembagaan Sosial

Seksi Pemberdayaan
Masyarakat & Individual

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kesetiakawanan Sosial

Seksi Verivali Data

Seksi Dana Sosial, Pengembangan
dan Kerjasama

UPT Pengelolaan Balai Loka
Bina Karya
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18 | Badan Perencanaan 16 | Badan Perencanaan Pembangunan,
Pembangunan, Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengembangan Daerah
1 Kepala Badan Kepala Badan
a Sekretaris a Sekretaris
Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbag Program dan Kepala Subbag Program
Pelaporan
b Bidang Sosial Budaya dan b Bidang Pemerintahan dan
Pemerintahan Pembangunan Sumber Daya
Manusia
Subbidang Kesejahteraan Subbidang Pemerintahan
Rakyat
Subbidang Pendidikan, Mental Subbidang Kependidikan
dan Budaya
Subbidang Pemerintahan Subbidang Kesejahteraan Rakyat
¢ Bidang Perekonomian, c Bidang Perekonomian dan SDA
Pendanaan dan Investasi
Subbidang Perekonomian Subbidang Pendanaan
Pembangunan dan Investasi
Subbidang Pemberdayaan Subbidang Perekonomian
Ekonomi Masyarakat
Subbidang Pendanaan Subbidang Pemberdayaan Ekonomi
Pembangunan dan Investasi Masyarakat
d Bidang Pengembangan d Bidang Infrastruktur dan
Wilayah, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Lingkungan Hidup
Subbidang Pengembangan Subbidang Infrastruktur
Wilayah
Subbidang Infrastruktur Subbidang Pengembangan Wilayah
Subbidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup
e Bidang Penelitian dan e Bidang Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan
Subbidang Penelitian Utama Subbidang Kelitbangan
Subbidang Kelitbangan Subbidang Data Perencanaan dan
Pendukung Kelitbangan
Subbidang Data Perencanaan Subbidang Inovasi dan Teknologi
dan Kelitbangan
19 | Inspektorat Kabupaten 17 | Inspektorat Kabupaten

1 Inspektur

1 Inspektur

a Sekretariat a Sekretariat
Subbagian Umum dan Subbagian Perencanaan
Kepegawaian
Subbagian Program dan Subbagian Analisis dan Evaluasi
Pelaporan
Subbagian Keuangan Subbagian Administrasi Umum dan

Keuangan
b Inspektur Pembantu Wilayah I b Inspektur Pembantu I

¢ Inspektur Pembantu Wilayah

C

Inspektur Pembantu II
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I
d Inspektur Pembantu Wilayah d Inspektur Pembantu III
111
e Inspektur Pembantu Wilayah e Inspektur Pembantu IV
v
20 | Badan Kepegawaian Daerah 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
1 Kepala Badan 1 Kepala Badan
a Sekretariat a Sekretariat
Subbagian Umum dan Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepegawaian
Subbagian Program dan Subbagian Program dan Pelaporan
Pelaporan
Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan
b Bidang Data, Formasi dan b Bidang Pengadaan, Pemberhentian
Pengembangan dan Informasi Kepegawaian
Subbidang Data dan Informasi Subbidang Pengadaan dan
Pemberhentian
Subbidang Formasi dan Subbidang Data dan Informasi
Pengembangan Pegawai
¢ Bidang Pendidikan dan ¢ Bidang Pendidikan, Pelatihan
Pelatihan Penjenjangan dan Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Subbidang Diklat Struktural Subbidang Pendidikan dan
dan Fungsional Pelatihan Penjenjangan
Subbidang Diklat Teknis Subbidang Pendidikan, Pelatihan
Teknis Fungsional dan Sertifikasi
d Bidang Mutasi dan d Bidang Mutasi dan Kepangkatan
Kepangkatan
Subbidang Mutasi Subbidang Mutasi, Promosi dan
Pengembangan Karier
Subbidang Kepangkatan dan Subbidang Kepangkatan
Pensiun
e Bidang Pembinaan dan e Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
Kesejahteraan dan Penghargaan
Subbidang Pembinaan dan Subbidang Penilaian dan Evaluasi
Penilaian Kinerja Kinerja Aparatur
Subbidang Kesejahteraan Subbidang Penghargaan dan
Disiplin ASN
Subbidang Fasilitasi Profesi Subbidang Organisasi Profesi ASN
ASN
21 | Dinas Penanaman Modal dan 19 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PTSP
1 Kepala Badan 1 Kepala Dinas
a Sekretaris a Sekretaris
Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbag Program dan Kepala Subbag Program dan
Pelaporan Pelaporan
b Bidang Pengembangan Iklim, b Bidang Pengembangan Iklim dan
Promosi, Data dan Informasi Pengolahan Data Penanaman
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Penanaman Modal
Seksi Perancangan Seksi Perancangan Penanaman
Penanaman Modal Modal
Seksi Pengembangan Iklim Seksi Promosi dan Pengembangan
Penanaman Modal Iklim Penanaman Modal
Seksi Promosi, Pengolahan Seksi Pengolahan Data dan
Data dan Informasi Informasi Penanaman Modal
Penanaman Modal

¢ Bidang Pelayanan Perizinan ¢ Bidang Pelayanan Perizinan Usaha
Usaha, Perizinan Tertentu dan dan Perizinan Komersial atau
Non Perizinan Operasional
Seksi Pelayanan Perizinan Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
Usaha Ekonomi
Seksi Pelayanan Perizinan Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
Tertentu Sosial
Seksi Pelayanan Non Seksi Pelayanan Perizinan Komersial
Perizinan dan Operasional

d Bidang Pelayanan Perizinan d Bidang Pelayanan Perizinan Tata
Tata Ruang, Bangunan dan Ruang, Lingkungan dan Bangunan
Lingkungan
Seksi Pelayanan Perizinan Seksi Pelayanan Perizinan Tata
Tata Ruang Ruang
Seksi Pelayanan Perizinan Seksi Pelayanan Perizinan
Bangunan Lingkungan
Seksi Pelayanan Perizinan Seksi Pelayanan Perizinan
Lingkungan Bangunan

e Bidang Pengendalian e Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Pelaksana Penanaman Modal Penanaman Modal
Seksi Pengendalian dan Seksi Pengendalian Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Usaha Perizinan Usaha dan Perizinan
dan Perizinan Tertentu Komersial atau Operasional
Seksi Pengendalian dan Seksi Pengendalian Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Tata Perizinan Tata Ruang, Lingkungan
Ruang, Bangunan dan dan Bangunan
Lingkungan
Seksi Evaluasi Penanaman Seksi Evaluasi Pelaksanaan
Modal dan Penanganan Penanaman Modal Dan
Pengaduan Penanganan Pengaduan

22 | Dinas Lingkungan Hidup 20 | Dinas Lingkungan Hidup

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretaris

a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Program dan

Kepala Subbag Program dan

Pelaporan Pelaporan
b Bidang Tata Lingkungan b Bidang Tata Lingkungan Hidup
Hidup

Seksi Perencanaan dan Kajian
Dampak Lingkungan Hidup

Seksi Perencanaan dan Kajian
Dampak Lingkungan Hidup
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Seksi Pemulihan Kualitas Seksi Pemulihan Kualitas
Lingkungan Lingkungan
Seksi Peningkatan Kapasitas Seksi Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

c Bidang Pengendalian c Bidang Pengendalian Pencemaran
Pencemaran dan Kerusakan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Seksi Pemantauan, Seksi Pemantauan, Pengawasan dan
Pengawasan dan Penyelesaian Penyelesaian Pengaduan
Pengaduan
Seksi Pengendalian Seksi Pengendalian Pencemaran
Pencemaran Kerusakan Kerusakan Lingkungan
Lingkungan
Seksi Pengelolaan B3 dan Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah
Limbah B3 B3

d Bidang Pengelolaan d Bidang Pengelolaan Kebersihan
Kebersihan
Seksi Operasional Kebersihan Seksi Operasional Kebersihan
Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Sarana dan Prasarana
Kebersihan Kebersihan
Seksi Pengelolaan Seksi Pengelolaan Persampahan
Persampahan

e Bidang Pertamanan dan e Bidang Pertamanan dan Dekorasi
Dekorasi
Seksi Pembangunan dan Seksi Pembangunan dan
Peningkatan Pertamanan Peningkatan Pertamanan
Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan Peningkatan
Peningkatan Dekorasi Dekorasi
Seksi Pemeliharaan Seksi Pemeliharaan Pertamanan
Pertamanan dan Dekorasi dan Dekorasi
UPT Laboratorium Uji Kualitas UPT Laboratorium Uji Kualitas
Lingkungan Lingkungan
UPT Pengelolaan UPT Tempat Pengelolaan Akhir
Persampahan Sampah

23 | Badan Penanggulangan Bencana 22 | Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Daerah

1 Kepala Badan

1 Kepala Badan

a Sekretaris

a Sekretaris

Subbagian Umum dan
Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan

Subbagian Program dan

Subbagian Program dan Pelaporan

Pelaporan
b Bidang Pencegahan dan b Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Kesiapsiagaan,

Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan

Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan

c Bidang Kedaruratan dan
Logistik

¢ Bidang Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan

Seksi Logistik

Seksi Logistik
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d Bidang Rehabilitasi dan d Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rekonstruksi
Seksi Rehabilitasi Seksi Rehabilitasi
Seksi Rekonstruksi Seksi Rekonstruksi
24 | Rumah Sakit Umum Daerah 23 | Rumah Sakit Umum Daerah
1 Direktur 1 Direktur
a Wakil Direktur Bidang Medik a Wakil Direktur Bidang Medik
b Bidang Pelayanan Medik b Bidang Pelayanan Medik
Subbidang Pelayanan Rawat Subbidang Pelayanan Rawat Jalan
Jalan
Subbidang Pelayanan Rawat Subbidang Pelayanan Rawat
Darurat Darurat
c Bidang Pelayanan c Bidang Pelayanan Keperawatan
Keperawatan
Subbidang Rawat Inap Subbidang Rawat Inap
Subbidang Sumber Daya dan Subbidang Sumber Daya dan
Asuhan Keperawatan Asuhan Keperawatan
d Bidang Pelayanan Penunjang d Bidang Pelayanan Penunjang Medik
Medik
Subbidang Pelayanan Subbidang Pelayanan Penunjang
Penunjang Medik Medik
Subbidang Pelayanan Farmasi Subbidang Pelayanan Farmasi
e Wakil Direktur Bidang Umum e Wakil Direktur Bidang Umum dan
dan Keuangan Keuangan
f Bagian Tata Usaha f Bagian Tata Usaha
Subbagian Umum dan Subbagian Umum dan Perbekalan
Perbekalan
Subbagian Personalia Subbagian Personalia
Subbagian Pengembangan Subbagian Pengembangan Sumber
Sumber Daya Manusia Daya Manusia
g Bagian Keuangan g Bagian Keuangan
Subbagian Akuntansi Subbagian Akuntansi;
Subbagian  Perbendaharaan Subbagian Perbendaharaan dan
dan Verifikasi Verifikasi
h Bagian Perencanaan Program h Bagian Perencanaan Program
Subbagian Penyusunan dan Subbagian Penyusunan dan
Evaluasi Program Evaluasi Program
Subbagian Informasi Subbagian Informasi Pelayanan dan
Pelayanan dan Rekam Medik Rekam Medik
25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat | 24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretaris

a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Program dan

Kepala Subbag Program dan
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Pelaporan Pelaporan

b Bidang Penataan dan b Bidang Bina Pemerintah Desa
Kerjasama Desa
Seksi Penataan dan Fasilitasi Seksi Aparatur Pemerintah Desa
Program
Seksi Pendapatan dan Seksi Administrasi dan Produk
Kekayaan Desa Hukum Desa
Seksi Evaluasi dan Kerjasama Seksi Perencanaan Partisipatif Dan
Desa Anggaran Desa

¢ Bidang Administrasi ¢ Bidang Pembangunan dan Aset
Pemerintahan Desa Desa
Seksi Pembinaan Pelayanan Seksi Pembangunan Kawasan dan
Administrasi Desa Kerjasama Desa
Seksi Pembinaan Administrasi Seksi Pemberdayaan Sumber
Keuangan Desa Pendapatan Desa
Seksi Aparatur Desa Seksi Fasilitasi Pembangunan dan

Pengelolaan Aset Desa

d Bidang Pemberdayaan Usaha d Bidang Pemberdayaan Kelembagaan
Ekonomi Masyarakat Desa Masyarakat dan Ekonomi Desa
Seksi Pemberdayaan Usaha Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat
Ekonomi Desa Guna
Seksi Pengembangan Potensi Seksi Pengembangan Ekonomi dan
Ekonomi Masyarakat Desa Penanggulangan Kemiskinan
Seksi Pembinaan Teknologi Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Tepat Guna dan Keswadayaan

e Bidang Pembangunan Dan
Kelembagaan Desa
Seksi Pembangunan Desa dan
Keswadayaan Masyarakat
Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa

26. | Dinas Keluarga Berencana dan 25 | Dinas Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretaris

a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbag Program dan

Kepala Subbag Program dan

Pelaporan Pelaporan
b Bidang Keluarga Sejahtera b Bidang Keluarga Sejahtera dan
dan Advokasi Advokasi

Seksi Keluarga Sejahtera

Seksi Keluarga Sejahtera

Seksi Advokasi dan
Penggerakan Institusi

Seksi Advokasi dan Penggerakan
Institusi

c Bidang Keluarga Berencana
dan Pengendalian Penduduk

c Bidang Keluarga Berencana dan
Pengendalian Penduduk

Seksi Pelayanan Keluarga
Berencana

Seksi Pelayanan Keluarga
Berencana

Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi Pengendalian Penduduk

d Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan

d Bidang Pemberdayaan Perempua
dan Pengarusutamaan Gender,
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Pengarusutamaan Gender
Seksi Pemberdayaan Seksi Pemberdayaan Perempuan
Perempuan
Seksi Pengarusutamaan Seksi Pengarusutamaan Gender
Gender
Bidang Perlindungan e Bidang Perlindungan Perempuan,
Perempuan, Anak dan Anak dan Pengarusutamaan Hak
Pengarusutamaan Hak Anak Anak
Seksi Perlindungan Seksi Perlindungan Perempuan dan
Perempuan dan Anak Anak
Seksi Pengarusutamaan Hak Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
Anak
27. | Kantor Kesatuan Bangsa dan 26 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Politik
1 Kepala Kantor 1 Kepala Kantor
a Subbagian Tata Usaha,; & Subbagian Tata Usaha;
b Seksi Kesatuan Bangsa; b Seksi Wawasan Kebangsaan,
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama,
¢ Seksi Politik Dalam Negeri; c Seksi Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan;
d Seksi Perlindungan d
Masyarakat; Seksi Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik;
28. | Dinas Perpustakaan dan 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 Kepala Dinas

1 Kepala Dinas

a Sekretaris

a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

Kepala Subbag Keuangan,
Program dan Pelaporan

Kepala Subbag Keuangan, Program
dan Pelaporan

Bidang Perpustakaan

b Bidang Pengembangan Minat Baca

Seksi Pelayanan dan

Seksi Layanan, dan Peningkatan

Informasi Minat Baca
Seksi Pembinaan Lembaga Seksi Pengolahan, dan
Perpustakaan Pengembangan Bahan Pustaka

Bidang Kearsipan

c Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan

Seksi Akuisisi dan Preservasi

Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan
Sekolah

Seksi Pembinaan dan
Pemasyarakatan Arsip

Seksi Pembinaan dan
Pemberdayaan Perpustakaan Desa,
Umum dan Khusus

Bidang Kearsipan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Kearsipan

Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip

Seksi Layanan dan Pemasyarak
Arsip
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29 | Dinas Pertanahan 28
1 Kepala Dinas
a Sekretaris

Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian
Kepala Subbag Keuangan,
Program dan Pelaporan

b Bidang Administrasi
Pertanahan
Seksi Pemetaan dan
Pendataan Tanah
Seksi Sertifikasi Tanah Pemda

¢ Bidang Pengadaan Lahan

Seksi Pembinaan Pertanahan
Seksi Pembebasan Tanah

30 | Dinas Komunikasi dan 29 | Dinas Komunikasi dan Informatika
Informatika
1 Kepala Dinas 1 Kepala Dinas

a Sekretaris a Sekretaris
Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbag Program dan Kepala Subbag Program dan
Pelaporan Pelaporan

b Bidang Komunikasi dan b Bidang Statistik dan Informasi
Persandian Publik
Seksi Sarana Komunikasi Seksi Statistik
Seksi Pemberdayaan dan Seksi Komunikasi Publik
Kemitraan Komunikasi
Seksi Persandian Seksi Penyebarluasan Informasi

¢ Bidang Pengembangan E- c Bidang Teknologi dan Informatika
Government
Seksi Aplikasi dan Seksi Infrastruktur
Pengembangan Informatika
Seksi Infrastruktur dan Seksi Integrasi Sistem
Jaringan
Seksi Tata Kelola E- Seksi Keamanan Informasi dan
Government Persandian

d Bidang Pelayanan Informasi d Bidang SPBE
dan Statistik
Seksi Pengelolaan dan Seksi Aplikasi
Pelayanan Informasi
Seksi Statistik Seksi Layanan SPBE

Seksi Tata Kelola SPBE
UPT LPSE
31. | Kecamatan 29 | Kecamatan

a Camat a Camat

b Sekretariat b Sekretariat
Subbagian Umum dan Subbagian Umum dan Kepegawai
Kepegawaian
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Penyelamatan
1 Kepala Satuan;

a

NO OPD SESUAI PP 18 NO PERUBAHAN HASIL EVALUASI
Subbagian Keuangan, Subbagian Keuangan, Program dan
Program dan Pelaporan; Pelaporan

¢ Seksi Pemerintahan c Seksi Pemerintahan
d Seksi Ketentraman dan d Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Ketertiban Umum Umum
e Seksi Ekonomi e Seksi Ekonomi
f Seksi Pembangunan f Seksi Pembangunan
g Seksi Kesejahteraan Rakyat g Seksi Kesejahteraan Rakyat
32. | Kelurahan 30 | Kelurahan
a Lurah; a Lurah;
b Sekretaris b Sekretaris
¢ Seksi Pemerintahan c Seksi Pemerintahan
d Seksi Ekonomi dan d Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Pembangunan
e Seksi Kesejahteraan Rakyat e Seksi Kesejahteraan Rakyat
33. | Satuan Polisi Pamong Praja 33 | Satuan Polisi Pamong Praja
1 Kepala Satuan; 1 Kepala Satuan;
a Sekretaris a Sekretaris
Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Keuangan,
Program dan Pelaporan Program dan Pelaporan
b Bidang Penegakan Perundang- b Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Undangan
Seksi Penyidikan dan Seksi Penyidikan dan Penindakan
Penindakan
Seksi Pengawasan dan Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
Penyuluhan
¢ Bidang Ketertiban Umum dan ¢ Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Ketentraman
Seksi Operasional dan Seksi Operasional dan Pengendalian
Pengendalian
Seksi Pengembangan Sumber Seksi Pengembangan Sumber Daya
Daya dan Kapasitas Personil Kapasitas Personil dan Pembinaan
Umum
d Bidang Pembinaan Umum dan d
Perlindungan Masyarakat
Seksi Pembinaan Umum dan
Potensi Masyarakat
Seksi Perlindungan
Masyarakat
UPT Pemadam Kebakaran
34 | Dinas Pemadam Kebakaran dan

Sekretaris




NO OPD SESUAI PP 18 NO PERUBAHAN HASIL EVALUASI

Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian
Kepala Subbagian Keuangan,
Program dan Pelaporan

b Bidang Pencegahan Kebakaran
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelatihan
Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran
Seksi Sarana dan Prasarana

c Bidang Pemadaman Dan
Penyelamatan
Seksi Pengendali Operasi dan
Komunikasi
Seksi Pemadaman dan Investigasi

Seksi Evakuasi dan Penyelamatan

3.3 Perubahan Perangkat Daerah
3.3.1. Pertimbangan
Dengan mempertimbangkan Pedoman  dalam  Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi diperoleh beberapa faktor yang

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam Perubahan Perangkat

Daerah Kabupaten Gresik, antara lain :

1. Pembentukan Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

2. Hasil Identifikasi Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

4. Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah.

5. Ketersediaan sumber daya apartur.

6. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik.

Adapun Alternatif pengembangan dan perubahan perangkat
daerah berdasarkan hasil pemetaan dan FGD yang telah dilaksanakan,
sebagai berikut :

URUSAN KE-PU-AN DAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
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1. Alternatif 1.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Urusan Pertanahan
digabung didalamnya menjadi satu bidang)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (tetap seperti saat ini)
Dasar pertimbangan:

1. Pembebasan / pengadaan lahan sebagian besar untuk
pembangunan yang dilaksanakan/dikoordinasikan Dinas PU dan
Tata Ruang.

2. Pada tingkat Kementerian urusan pertanahan/agraria bergabung
dengan urusan tata ruang

2. Alternatif 2.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata

Ruang Dan Pertanahan

Dinas PKP dan Cipta Karya (termasuk Sub Urusan Jasa

Konstruksi masuk didalamnya)

Dasar pertimbangan:

1. Pembebasan |/ pengadaan lahan sebagian besar untuk
pembangunan yang dilaksanakan / dikoordinasikan Dinas PU
dan Tata Ruang

2. Pada tingkat Kementerian wurusan = pertanahan/agraria

bergabung dengan urusan tata ruang
3. Mengurangi beban kerja Dinas PU dengan mengalihkan Bidang
Cipta Karya ke Dinas PKP

3. Alternatif 3.

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas PKP dan Tata Ruang (Urusan Pertanahan digabung

didalamnya menjadi satu bidang)

Dasar pertimbangan:

1. Mengurangi beban kerja eksisting Dinas PUTR dengan
mengalihkan Urusan Tata Ruang untuk bergabung dengan
Dinas PKP

2. Pada tingkat Kementerian wurusan pertanahan/agraria
bergabung dengan urusan tata ruang

4. Alternatif 4.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Dinas PKP, Cipta Karya dan Tata Ruang (Jasa Kontruksi dan
Pertanahan termasuk didalamnya)

Dasar pertimbangan:

Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik



1. Agar Dinas PU fokus pada prioritas RPJM yaitu penanganann
banjir kali lamong dan infrastruktur jalan sehingga Sub
Urusan Cipta Karya dan Jasa Konstruksi serta Urusan Tata
Ruang digabung dengan Dinas PKP

2. Pada tingkat Kementerian wurusan pertanahan/agraria

bergabung dengan urusan tata ruang

PENGGABUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1. Alternatif 1.

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olah Raga

(Urusan kebudayaan dimasukkan pada Dinas Pendidikan)

Dasar pertimbangan:

1. Dalam rangka efektifitas dan efisensi belanja serta optimalisasi
beban kerja;

2. Pada tingkat Kementerian urusan kebudayaan bergabung dengan
urusan pendidikan

2. Alternatif 2.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (sama dengan
alternatif 1 namun nomenklatur ekonomi kreatif tidak
ditampakkan, namun menjadi satu bidang di dalamnya dan urusan
kebudayaan dimasukkan pada Dinas Pendidikan)

3. Alternatif 3.

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan

Olah Raga

Dasar pertimbangan

1. Dalam rangka efektifitas dan efisensi belanja serta optimalisasi
beban kerja;

2. Ruang lingkup urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan
daerah di Kabupaten Gresik lebih tepat digabung dengan
pariwisata karena memiliki potensi dan keunikan sebagai daya
taris wisata.

3. Sinergitas dan kolaborasi antara kebudayaan, kepemudaan, dan

olah raga dengan pariwisata berpotensi dapat mewujudkan visi,

misi dan Nawa Karsa secara optimal.
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PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SUB URUSAN PEMADAM

KEBARAK DI BENTUK DINAS TERSENDIRI DENGAN NOMENKLATUR

“DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN”

Dengan CATATAN sebagai berikut :

1. Perlu adanya kajian tersendiri untuk mengetahui potensi penarikan
retribusi di bidang pemadam kebakaran

2. Perlu adanya koordinasi tentang persyaratan pembangunan
kawasan dengan disertakan penyediaan jaringan hidran

3. Perlu ada kajian terkait dengan pembangunan jaringan hidran

4. Gedung kantor pusat alternatifnya ada di gedung Eks Gedung
DEKOPINDA JL. DR WAHIDI SUDIRO HUSODO SEBELAH PLN

3.3.2. HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA

REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS PUTR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Kepala Dinas Pekerjaan
1 Umum dan Tata Ruang 14 2,865 ! 6183
Sekretaris Dinas Pekerjaan
2 Umum dan Tata Ruang 12 2,115 ! 3373
3 Kepala Sub Bagian Umum dan 9 1,430 1 0494
Kepegawaian
a. Pengadministrasi 5 490 1 1449
Persuratan
b. Pengelola Kepegawaian 6 690 1 1756
c. Pranata Barang dan Jasa 6 690 1 1670
d. Pengelola Surat 6 690 1 1395
e. Petugas Keamanan 3 340 4 5588
f. Pengemudi 3 340 1 1410
g. Pramu Kebersihan 1 190 2 3055
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1,430 1 2746
a. Bendahara 7 890 2 2659
b Penyusun laporan 7 890 3 3314
keuangan
c. Pengelola Gaji 6 690 1 1385
d. Pengelola pajak Daerah 6 690 1 1300
5 Kepala Sub Bagian Program 3 1,295 1
dan Pelaporan
Penyusun Program 7 890 1
Anggaran dan Pelaporan
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Pengelola Data
b. Pelaksanaan Program dan 6 690 1 1743
Anggaran
6 Kfapala Bidang Sumber Daya 11 2,045 1 3215
Air
Kepala Seksi Perencanaan
7 Sumber Daya Air K 1,430 1 2527
a. Analis Sumber Daya Air 7 890 2 2084
Analis Pengelolaan
Sumber Daya Air 7 890 s 3164
c. Pengelola Irigasi 6 690 3 3314
Kepala Seksi Pelaksanaan
8 Sumber Daya Air K 1,430 1 3328
i?;lgelola Sumber Daya 690 3 3140
b. Teknisi Air 5 490 3 3164
c. Teknisi Rancang Bangun 5 490 2 3032
Kepala Seksi Operasi dan
9 | Pemeliharaan Sumber Daya 9 1,430 1 1904
Air
Petugas Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber 5 490 6 7285
Daya Air
Pengelola Penggunaan dan
Pengendalian
b. Pemanfaatan Sumber 6 690 2 2381
Daya Air
c. Penjaga Pintu Air 3 340 3 3750
10 | Kepala Bidang Bina Marga 11 2,045 1 3585
11 Kepala Sek51 Perencanaan dan 9 1,430 1 2575
Evaluasi
Analis Sistem Jaringan
& Jalan Jembatan 7 890 2 2778
b Penelaah Pengelolaan 7 890 1 1686
Leger Jalan
c. Pengawas Jalan dan 7 890 3 3778
Jembatan
Pengadministrasi Sistem
d. Informasi Pengendalian 5 490 1 1261
Pembangunan
Penguji Laboratorium
e Tanah, Aspal Dan Beton 7 890 4 4379
f. Penilik Jalan 7 890 3 3454
Kepala Seksi Pembangunan
12 Jalan dan Jembatan K 1,430 1
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Analis Sistem Jaringan
& Jalan Jembatan 7 890 2 2576
Pengadministrasi Sistem
b. Informasi Pengendalian 5 490 3 3914
Pembangunan
c. Pengelola Penerangan 6 690 1 1356
Jalan
d. Pengawas Jalan dan 7 890 3 3753
Jembatan
Pengelola Pembangunan
¢ dan Peningkatan Jalan 6 690 8 3454
13 Kepala Seksi Preservasi Jalan 9 1,430 1 0518
dan Jembatan
a. Teknisi Pemeliharaan 5 490 4 4701
Sarana dan Prasarana
b Pengelola pemeliharaan 6 690 5 5870
Jalan
c. Analis Jalan Jembatan 7 890 1 1323
d. Pengawas Jalan dan 7 890 3 3778
Jembatan
e. Penilik Jalan 7 890 4 4413
14 | Kepala Bidang Cipta Karya 11 2,045 1 3104
15 Kepala Sel‘<31 Perencanaan dan 8 1,295 1 1825
Pengendalian
a. Teknisi Gedung / 5 490 3 3910
Bangunan
b. Analis Jasa Konsultasi 7 890 2 2005
Pengelola Perencanaan
¢ Teknis Tata Bangunan 6 690 1 1605
Pengadministrasi Sistem
d. Informasi Pengendalian 5 490 2 2130
Pembangunan
16 Kepalg Seks1 Pelaksanaan PLP 9 1,430 1 0484
dan Air Minum
a. Analis Pengembangan 7 890 3 3205
Sarana dan Prasarana
b Pgnata Penyehatan ' 7 890 3 3205
Lingkungan Permukiman
Pengawas Bangunan dan 7 890 2638
Gedung
d. Analis Sumber Daya Air 890 3 3205
e Pengolah Sarana.dan 6 690 3 3205
Prasarana Pengairan
Juru Operasi dan
f. Pemeliharaan Sumber 5 490 2
Daya Air
g. Penjaga Pintu Air 5 490 2
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Penataan Ruang

KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Kepala Seksi Pelaksanaan
17 | Penataan Bangunan dan 9 1,430 1 2848
Lingkungan
a. Penata Bangunan Gedung 7 890 3 3819
dan Permukiman
Pengadministrasi Sistem
b. Informasi Pengendalian 5 490 1 1404
Pembangunan
c. Teknisi Gedung / 5 490 1 1513
Bangunan
d. Teknisi Keciptakaryaan 5 490 1 1733
e Analis Pengembangan 7 890 1 1363
Sarana dan Prasarana
f. Pemelihara Bangunan 2 2045
o Pengawas Bangunan dan 7 890 9 2938
Gedung
18 Kepala Bldf;mg Bina Jasa 11 2,045 1 3789
Konstruksi
Kepala Seksi Pengaturan Bina
19 | Jasa Konstruksi 8 1,295 1 2025
20 Kepala Seksi Pemberdayaan 1,295 1 2050
Jasa Konstruksi
a. Pengelola Jasa Konstruksi 6 690 1 1376
b. Operator Komputer Grafis 6 690 1 1333
Pengadministrasi Sistem
c. Informasi Pengendalian 5 490 1 1368
Pembangunan
Kepala Seksi Pengendalian
21 | dan Pengawasan Jasa 9 1,430 1 2156
Konstruksi
a. Penelaah Mutu Konstruksi 890 3 3538
b Pengelol.a Monitoring dan 690 1 1452
Evaluasi
c. Pengawas Tata Bangunan 7 890 1 1327
Dan Perumahan
Pengadministrasi IMB
d. Gedung/ Bangunan S 490 1 1368
22 | Kepala Bidang Tata Ruang 11 2,045 1 2394
23 Kepala Seksi Perencanaan dan 9 1,430 1 3102
Pengaturan Tata Ruang
a. Pengawas Tata Ruang 7 890 1 1412
b. Analis Tata Ruang 7 890 4 4752
c. Penyusun Rencaqa Tata 7 890 3
Ruang dan Zonasi
24 Kepala Seksi Pelaksanaan 9 1,430 1

Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik




KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
a. Analis Pemanfaatan 7 890 9 3040
Ruang
b Analis Penertiban 7 890 4 4752
Pemanfaatan Ruang
Kepala Seksi Pengendalian
25 | dan Pengawasan Pemanfaatan 9 1,430 1 2381
Ruang
Pengelola Pengendalian 6 690 9 1884
Pemanfaatan Ruang
b. Pengawas Tata Ruang 7 890 1 1412
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Jalan, Jembatan
26 dan Sumber Daya Air Wilayah K 1,430 1 7244
Selatan
Juru Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber 5 490 9 11616
Daya Air
Petugas Operasi dan
b. Pemeliharaan Sumber S 490 4 5421
Daya Air
c. Pemelihara Sarana dan 5 490 7 8160
Prasarana
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Jalan, Jembatan
27 dan Sumber Daya Air Wilayah K 1,430 1 7244
Utara
Juru Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber 5 490 9 11616
Daya Air
Petugas Operasi dan
b. Pemeliharaan Sumber 5 490 4 5421
Daya Air
c. Pemelihara Sarana dan 5 490 7 8160
Prasarana
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Jalan, Jembatan
28 dan Sumber Daya Air Wilayah K 1,430 1 7244
Bawean
Juru Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber 5 490 9 11616
Daya Air
Petugas Operasi dan
b. Pemeliharaan Sumber 4 5421
Daya Air
c. Pemelihara Sarana dan 5 490 7 8160
Prasarana
d. Kepala UPT Peralatan 0 0 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis
29 | Pengelolaan Air Limbah 9 1,430 1
Domestik
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
a. Analis Penyuluhar} dan 7 390 1 1500
Layanan Informasi
b Pfenata Penyehatan ' 7 890 3 4303
Lingkungan Permukiman
Teknisi Pemeliharaan 5 490 17 20750
Sarana dan Prasarana
d. Pengadministrasi Umum 5 490 2 2244
REKAP HASIL ANALISA JABATAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
No. NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 | Kepala Dinas 14 2685 1 4908.75
2 | Sekretaris 12 2115 1 3814.75
3 | Kepala Su!)bag Umum dan 9 1430 1 32935
Kepegawaian
4 | a. Pranata Barang dan Jasa 6 690 2 2661.5
S5 |b.P ini i
engadministrasi 5 490 5 9550
Persuratan
6 | c. Pramu Kebersihan 1 190 1 1505
7 | Kepala Subbag Keuangan 9 1430 1 2574
8 | a. Bendahara 7 890 2 1895.5
9 | b. Penyusun Laporan 7 890
K v P 2 2405
euangan
10 | c. Pengelolaan Realisasai 6 690
Laporan Penerimaan Retribusi 2 1927.5
Daerah
11 | d. Pengadministrasi keuangan 5 490 1 1531
12 | Kepala Subbag Program dan 9 1430
1 1550.5
Pelaporan
13 | a. Penyusun Rencana 7 890
. 3 3519.25
Kegiatan dan Anggaran
14 | Kepala Bidang Rumah 11 2645
U 1 3303.75
mum
15 | Kepala Seksi Pendataan dan 9 1430
1 3355
Perencanaan Rumah Umum
16 | a. Analis Perencanaan 7 890
Wilayah Perumahan 2 2467.5
17 | b. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
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No NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
) JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
18 | Kepala Seksi Penyediaan 9 1430
Rumah Umum 1 3157.5
19 | a. Pengawas Tata bangunan 7 890
2 2690
dan Perumahan
20 | b. Pengolah Data 6 690 2 2880
21 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1430
dan Evaluasi Rumah Umum 1 2986.25
22 | a. Pengola data 6 690 1 1471.25
23 | b. Pengawas Tata Bangunan 7 890
2 2690
Dan Perumahan
24 | Kepala Bidang Rumah 11 2645
1 3388.25
Swadaya
25 | Kepala Seksi Pendataan dan 9 1430
1 3105
Perencanaan Swadaya
26 | a. Analis Perencanaan 7 890
Wilayah Perumahan 2 2467.5
27 | b. Analis Perumahan 7 890 2 2571.25
28 . P lola P han D 6 690
c enge' ola Perumahan Dan 5 5205
Permukiman
29 | Kepala Seksi Penyediaan 9 1430
Rumah Swadaya 1 2665
30 | a. Juru Survey Permukiman 5 490
3 3535
Perumahan
31 | b. Penilai Properti 7 890 2 2690
. P lola P han D
32 | c enge' ola Perumahan Dan 6 690 3 37375
Permukiman
33 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1430
dan Evaluasi Rumah 1 2705
Swadaya
34 . P Tata B 7 890
a. Pengawas Tata Bangunan 5 2690
Dan Perumahan
35 | b. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
Kepala Bi K 11 4
36 epala .1dang awasan 2645 1 3016.25
Permukiman
37 | Kepala Seksi Pendataan dan 9 1430
Perencanaan Kawasan 1 3355
Permukiman
38 | a. Penyusun Rencana 7 890
Perlindungan Dan Pelestarian 2
Kawasan
39 | b. Analis Penataan Kawasan 7 890 1
40 | c. Pengolah Data 6 690

Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik



No. NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA

41 | Kepala Seksi Pencegahan 9 1430

dan Peningkatan Kualitas 1 3355

Kawasan Permukiman
42 | a. Penyusun Rencana 7 890

Konservasi Kawasan 1 1542.5
43 | b. Juru Survey Permukiman S 490

o Y 1 1851.25
44 | Kepala Seksi Pemanfaatan 9 1430

dan Pengendalian Kawasan 1 2481.25

Permukiman
45 | a. Analis Penataan Kawasan 7 890 1 1706.25
46 | b. Analis Konservasi Kawasan 7 890 1 1660
47 | c. Pengolah Data 6 690 1 1585
48 | Kepala Bidang Prasarana dan 11 2645

Sarana Utilitas Umum (PSU) 1 3400
49 | Kepala Seksi Perencanaan 9 1430

Prasarana dan Sarana 1 1751.5

Utilitas Umum
50 | a. Juru Survey Permukiman 5 490

Perumahan 3 3400
51 | b. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
52 | c. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1531
53 | Kepala Seksi Pelaksanaan 9 1430

Prasarana dan Sarana 1 2646.25

Utilitas Umum
54 | a. Pengawas Operasi Utilitas 7 890 3 4125.25
55 | b. Pengelola perumahan dan 6 690

pemukiman 1 1423
56 | c. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
57 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1430

dan Evaluasi Prasarana dan 1 1845.5

Sarana Utilitas Umum
58 | a. Petugas Keamanan 3 340 3 3946.25
59 | b. Pramu Kebersihan 1 190 17 21547.5
60 | c. Teknisi listrik dan jaringan 5 490 3 3701.25
61 | d. Pengadministrasian umum 5 490 4 4820
62 | e. Koordinattor 7 890 6 7490
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REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
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NoO NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 Kepala Dinas Pariwisata dan 14 5865 1 4593
Kebudayaan
9 Sekretaris Dinas Pariwisata 12 9115 1 3338
dan Kebudayaan
K 1 Bagi
3 epala Sub églan Umum 9 1430 1 9518
dan Kepegawaian
6
4 o Pengelola ‘P'emanfaatan 690 5 5783
Barang Milik Daerah
5 b. Pengadministrasi sarana S 490 5 2816
dan prasarana
P k h 7
6 | Penyusunkebutuhan 890 1 1765
barang Inventaris
d. Pengemudi 3 340 1 1648
e. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1818
9 f Pengadmlfustray 5 490 1 1788
Kepegawaian
10 | g. Pramu Kebersihan 1 190 2 2594
P lol 1
11 |, Fengelola data laporan 6 690 5 2496
dan pengaduan
12 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1430 1 2746
13 | a. Bendahara 7 890 1 1804
14 | b. Pengolah daftar Gaji 6 690 1 1538
. . . 5
15 | e Penga‘dm1nlstras1 490 1 1693
Penerimaan
16 | d Pengadministrasi S 490 5 2949
Keuangan
K 1 Bagian P
17 epala Sub Bagian Program 8 1 5863
dan Pelaporan
P R 7
18 | a _cryusunwencana 890 2 2663
Program dan Pelaporan
19 | b Pengelola Program dan 6 690 1 1650
Kegiatan
20 Kepa'la B.idanfg ?engembangan 11 5045 1 1513
Destinasi Pariwisata
01 Kepala .Seks.i P.engembangan 3 1295 1
Industri Pariwisata
22 | a. Pengawas perhotelan 7 890 1




KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
6
93 Penge%ol'a Usaha 690 1 1859
Kepariwisataan
Kepala Seksi Pengembangan
24 | Pariwisata dan Tata Kelola 9 1430 1 1449
Destinasi
25 | a. Analis Objek Wisata 7 890 1 1500
26 | b. Analis Pariwisata 7 890 1 1415
27 | c. Pemandu Wisata 5 490 1 1353
28 | d. Penyuluh Wisata 7 890 1 1390
29 Kep'alfel Bidang Pemasaran 11 5045 1 5849
Pariwisata
30 Kepala S(.eksi .Sa.rana dan 8 1295 1 1405
Informasi Pariwisata
31 | a. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1311
. . 6
32 Pengeilol.a informasi 690 1 1309
kepariwisataan
Kepala Seksi Pendataan dan
33 | Pengembangan Pasar 8 1295 1 2421
Pariwisata
Pengelola Data 6
34 | a. Administrasi dan 690 1 1393
Verifikasi
35 | b. Analis Data dan Informasi 7 890 1 1456
36 Kep.ala Seksi Promosi dan 8 1295 1 2019
Kerjasama
Pengelola Usaha 6
37 | a. Pemasaran Dan Promosi 690 1 1715
Wisata
38 | b. Pengelola. Pr?mosi dan 6 690 1 1765
Informasi Wisata
39 | Kepala Bidang Kebudayaan 11 2045 1 1785
Kepala Seksi Pelestarian
40 8 1295 1 2078
Budaya dan Nilai Tradisi
41 | a. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1343
P lola D 6
42 | b, Cemgelolabata 690 1 1512
Pengemasan Nilai Budaya
P lola Data Nilai 6
43 | ¢, FengelolaData Nilai 690 1 1512
Budaya
4s |da Pengelola Data kekayaan 6 690 1
Budaya
45 | Kepala Seksi Kesenian 8 1295 1
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
P lol ki i 6
46 | o, Tengelola data kesenian 690 1 1418
dan perfilman
47 | b. Kurator seni 7 890 1 1738
Analis Pelaksanaan 7
48 | c. program sertifikasi SDM 890 1 1546
Kebudayaan
Pengadministrasi 5
49 | d. kesenian dan Budaya 490 1 1813
Daerah
50 Kepala Seksi Sejarah dan 3 1295 1 1816
Kepurbakalaan
Analis Penetapan Cagar 7
51 | a. Budaya dan koleksi 890 2 2444
museum
Analis Pengembangan 7
52 | b. Cagar Budaya dan Koleksi 890 1 1799
Museum
53 | c. Analis Sumber sejarah 7 890 1 1799
54 | d. Kurator koleksi museum 7 890 2 2298
ss | e Pemelihara koleksi dan S) 490 5 2194
museum
REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK
KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
No LE L e JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 Kepala Kepemudaan Dan 14 1
Olahraga 2,865 4,146
2 Sekretaris 12 2,115 1 3,276
3 Kepala Subbag Umum Dan 9 1
Kepegawaian 1,430 1,809
Pengelola Pemanfaatan
a. Barang Milik Daerah 6 690 1 1,312
b. Pengelola Dokumentasi 6 690 1 1,337
c Pengadminitrasi 5 5
" Persuratan 490 2,283
d Pengadminitrasi 5 1
" Kepegawaian 490
e. Pramu Kebersihan 1 190 1
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
No b FSeS i JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
4 Kepala Subbag Keuangan, 9 1
Program Dan Pelaporan 1,430 1,788
a. Bendahara 7 390 1 1,574
b Pengadminitrasi 5 9
" Keuangan 490 3,032
c. Pengelola Gaji 6 690 1 1,681
d. Pengelola Data 6 690 3 3,880
5 Kepala Bidang Olahraga 11 2,090 1 2,477
6 Kepala Seksi Sarana Dan 9 1
Prasarana Olah Raga 1,430 1,662
Pengelola Penataan 6 690 5 5973
Sarana Dan Prasarana
b. Analis Keolahragaan 7 890 3 3,234
Kepala Seksi Olah Raga
7 Rekreasi 9 1,430 1 1,769
a. Pengawas Olahraga 5 490 2 1,888
b. Penyuluh Olah Raga 7 890 1 1,314
c. Kepala Seks1 Olah Raga 9 1,430 1 1,859
Prestasi
. Pengawas Olahraga 5 490 3 3,266
e. Penyuluh Olah Raga 7 890 3 3,638
8 Kepala Bidang Kepemudaan 11 2,090 1 2,273
9 Kepala Seksi Organisasi 9 1,430 1 1,765
Kepemudaan
Pengelola Organisasi
a. Politik Dan Organisasi 6 690 1 1,365
Kemasyarakatan
b. Pengolah Data 6 690 1 1,428
Kepala Seksi Minat Bakat Dan
10 Pemuda Produktif K 1,430 1 1,694
Penyusun Bahan
a. Pembinaan Minat Dan 7 890 1 1,500
Bakat
b Pengelola Program Dan 6 690 1 1,650
Kegiatan
11 Kepala Seksi Karang Taruna 9 1
Dan Kepramukaan 1,430 1,764
a. Penyuluh Kepemudaan 7 890 2
b. Analis Kepemudaan 7 890 1
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REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK

NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 Kepala Dinas Pertanahan 14 2,865 1 2,877
2 Sekretaris Dinas Pertanahan 12 2,115 1 2,037
Kepala Sub Bagian Keuangan,
3 Program dan Pelaporan 9 1,430 1 2,113
a Pengadministrasi S 1
" Perencanaan dan Program 490 1,641
b. Bendahara 7 890 2 2,751
c Verifikator Keuangan 6 690 1 1,410
4 Kepala Sub Bagian Umum 3 1
dan Kepegawaian 1,295 1,815
a. Pengadministrasi Umum S 490 1 1,700
Pengelola Pemanfaatan 6
b. Barang Milik Daerah 690 1 1,691
5 Kepala Bidang Administrasi 11 1
Pertanahan 2,045 2,997
6 Kepala Seksi Pemetaan dan 9 1
Pendataan Tanah 1,430 1,438
Pengelola Alat
a. Pengukuran dan 6 690 1 1,348
Pemetaan
b Pengelola Informasi 6 9
" Pertanahan 690 2,356
” Kepala Seksi Sertifikasi Tanah 9 1
Pemerintah Daerah 1,430 1,986
a Pengadministrasi S 1
" Pertanahan 490 1,524
Analis Permohonan Hak
b. Tanah Dan Pendaftaran 7 890 1 1,570
Tanah
Pengelola Survei,
c. Pengukuran Dan 6 690 1 1,570
Pemetaan
Pengolah Data
d Pengukuran Dan 6 1
" Pemetaan 690 1,348
8 Kepala Bidang Pengadaan 11 1
Lahan 2,045 2,557
9 Kepala Seksi Pembinaan 8 1,295 1
Pertanahan
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NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN

NO JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Pengelola Data Fasilitasi 6
a. Penyelesaian 690 1 1,586
Permasalahan Pertanahan
b Pengelola Sengketa §) 690 1 1,388

Konflik Pertanahan
Kepala Seksi Pembebasan
10 | Tanah 9 1

1,430 2,315
a Penelaah Pengadaan 7 5
" Tanah 890 1,880
b Pengelola Pengadaan 6 1
" Tanah 690 1,447

3.3 Alternatif Perubahan Perangkat Daerah

Substansi dari kajian ini adalah mencari formula yang edial
dalam membentuk perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan
pemadam kebakaran dengan melakukan kajian secara menyeluruh
terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah dan perubahannya. Untuk itu kajian
ini sekaligus untuk meneguhkan bahwa evaluasi perangkat daerah
diperlukan untuk menyelaraskan perangkat daerah yang ada untuk
diselaraskan dengan RPJMD dengan tetap berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, hasil Analisa Jabatan dan Analisa
Beban Kerja dan factor lain berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran
strategis dalam Visi dan Misi Nawa Karsa, adapun dari hasil
identifikasi perangkat daerah yang memungkinkan untuk dilakukan
perubahan terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pelaksana urusan

pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman
3. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga pelaksana urusan pemerintahan
di bidang Pemuda dan Olah Raga;

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pelaksana urusan pemerintah di

bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;

5. Dinas Pertanahan pelaksana urusan pemerintahan di bidang
pertanahan;

6. Satuan Polisi Pamong Praja pada sub urusan kebakaran,;
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3.4 Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA

PADA DINAS PUTR KABUPATEN GRESIK

KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Kepala Dinas Pekerjaan
1 Umum dan Tata Ruang 14 2,865 1 6183
Sekretaris Dinas Pekerjaan
2 Umum dan Tata Ruang 12 2,115 1 3373
3 Kepala Sub Bagian Umum dan 9 1,430 1 0494
Kepegawaian
a. Pengadministrasi 5 490 1 1449
Persuratan
b. Pengelola Kepegawaian 6 690 1 1756
c. Pranata Barang dan Jasa 6 690 1 1670
d. Pengelola Surat 6 690 1 1395
e. Petugas Keamanan 3 340 4 5588
f. Pengemudi 3 340 1 1410
g. Pramu Kebersihan 1 190 2 3055
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1,430 1 2746
a. Bendahara 7 890 2 2659
b Penyusun laporan 7 890 3 3314
keuangan
c. Pengelola Gaji 6 690 1 1385
d. Pengelola pajak Daerah 6 690 1 1300
5 Kepala Sub Bagian Program 3 1,295 1 0045
dan Pelaporan
a. Penyusun Program 7 890 1 1375
Anggaran dan Pelaporan
Pengelola Data
b. Pelaksanaan Program dan 6 690 1 1743
Anggaran
6 Kfepala Bidang Sumber Daya 11 2,045 1 3215
Air
Kepala Seksi Perencanaan
7 Sumber Daya Air 9 1,430 1 2527
a. Analis Sumber Daya Air 7 890 2 2084
Analis Pengelolaan
Sumber Daya Air 7 890 3 3164
c. Pengelola Irigasi 6 690 3 3314
Kepala Seksi Pelaksanaan
8 Sumber Daya Air K 1,430 1 3328
P?ngelola Sumber Daya 6 690
Air
Teknisi Air 5 490 3
c. Teknisi Rancang Bangun 5 490 2
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Kepala Seksi Operasi dan
9 | Pemeliharaan Sumber Daya 9 1,430 1 1904
Air
Petugas Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber 5 490 6 7285
Daya Air
Pengelola Penggunaan dan
Pengendalian
b, Pemanfaatan Sumber 6 690 2 2381
Daya Air
c. Penjaga Pintu Air 3 340 3 3750
10 | Kepala Bidang Bina Marga 11 2,045 1 3585
11 Kepala Seks& Perencanaan dan 9 1,430 1 2575
Evaluasi

Analis Sistem Jaringan

& Jalan Jembatan 7 890 2 2778

b Penelaah Pengelolaan 7 890 1 1686
Leger Jalan

c. Pengawas Jalan dan 7 890 3 3778
Jembatan
Pengadministrasi Sistem

d. Informasi Pengendalian 5 490 1 1261
Pembangunan

e Penguji Laboratorium 7 890 4 4379

Tanah, Aspal Dan Beton
f. Penilik Jalan 7 890 3 3454
Kepala Seksi Pembangunan

12 Jalan dan Jembatan K 1,430 1 3991
Analis Sistem Jaringan
& Jalan Jembatan 7 890 2 2576
Pengadministrasi Sistem
b. Informasi Pengendalian S 490 3 3914
Pembangunan
c. Pengelola Penerangan 6 690 1 1356
Jalan
d. Pengawas Jalan dan 7 890 3 3753
Jembatan
Pengelola Pembangunan
¢ dan Peningkatan Jalan 6 690 s 3454
13 Kepala Seksi Preservasi Jalan 9 1,430 1 9518

dan Jembatan

a Teknisi Pemeliharaan 5 490 4 4701
Sarana dan Prasarana

b Pengelola pemeliharaan 690 5
Jalan

c. Analis Jalan Jembatan 7 890 1
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Gedung

KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Pengawas Jalan dan 7 390 3 3778
Jembatan
e. Penilik Jalan 7 890 4 4413
14 | Kepala Bidang Cipta Karya 11 2,045 1 3104
15 Kepala Sel.(s1 Perencanaan dan 3 1,295 1 1825
Pengendalian
a. Teknisi Gedung / 5 490 3 3910
Bangunan
b. Analis Jasa Konsultasi 7 890 2 2005
Pengelola Perencanaan
© Teknis Tata Bangunan 6 690 1 1605
Pengadministrasi Sistem
d. Informasi Pengendalian 5 490 2 2130
Pembangunan
16 Kepalg Seks1 Pelaksanaan PLP 9 1,430 1 0484
dan Air Minum
a. Analis Pengembangan 7 890 3 3205
Sarana dan Prasarana
b P'enata Penyehatan ' 7 390 3 3205
Lingkungan Permukiman
c. Pengawas Bangunan dan 7 390 9 2638
Gedung
d. Analis Sumber Daya Air 7 890 3 3205
.. Pengolah Sarana.dan 6 690 3 3205
Prasarana Pengairan
Juru Operasi dan
f. Pemeliharaan Sumber 5 490 2 2013
Daya Air
g. Penjaga Pintu Air 5 490 2 2888
Kepala Seksi Pelaksanaan
17 | Penataan Bangunan dan 9 1,430 1 2848
Lingkungan
a. Penata Bangunan Gedung 7 890 3 3819
dan Permukiman
Pengadministrasi Sistem
b. Informasi Pengendalian 5 490 1 1404
Pembangunan
c. Teknisi Gedung / 5 490 1 1513
Bangunan
d. Teknisi Keciptakaryaan S 490 1 1733
e Analis Pengembangan 7 890 1 1363
Sarana dan Prasarana
f. Pemelihara Bangunan
2. Pengawas Bangunan dan 7 890
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
18 Kepala 31Qang Bina Jasa 11 2,045 1 3789
Konstruksi
19 Kepala Seksi Pepgaturan Bina 8 1,295 1 2025
Jasa Konstruksi
20 Kepala Seksi Pemberdayaan 3 1,295 1 2050
Jasa Konstruksi
a. Pengelola Jasa Konstruksi 6 690 1 1376
b. Operator Komputer Grafis 6 690 1 1333
Pengadministrasi Sistem
c. Informasi Pengendalian 5 490 1 1368
Pembangunan
Kepala Seksi Pengendalian
21 | dan Pengawasan Jasa 9 1,430 1 2156
Konstruksi
a. Penelaah Mutu Konstruksi 7 890 3 3538
b. Pengelolg Monitoring dan 690 1 1452
Evaluasi
c. Pengawas Tata Bangunan 7 390 1 1327
Dan Perumahan
d. Pengadministrasi IMB 5 490 1 1368

Gedung/ Bangunan
22 | Kepala Bidang Tata Ruang 11 2,045 1 2394
Kepala Seksi Perencanaan dan

23 Pengaturan Tata Ruang K 1,430 1 3102
a. Pengawas Tata Ruang 7 890 1 1412
b. Analis Tata Ruang 7 890 4 4752
Penyusun Rencapa Tata 7 390 3 3520
Ruang dan Zonasi
24 Kepala Seksi Pelaksanaan 9 1,430 1 2411
Penataan Ruang
Analis Pemanfaatan 7 290 9 3040
Ruang
b Analis Penertiban 7 890 4 4750
Pemanfaatan Ruang
Kepala Seksi Pengendalian
25 | dan Pengawasan Pemanfaatan 9 1,430 1 2381
Ruang
Pengelola Pengendalian 6 690 9 1884
Pemanfaatan Ruang
b. Pengawas Tata Ruang 7 890 1 1412
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Jalan, Jembatan
26 dan Sumber Daya Air Wilayah K 1,430 1 7244
Selatan
Juru Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber 5 490 9
Daya Air
Petugas Operasi dan
b. Pemeliharaan Sumber 5 490 4
Daya Air
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Pemelihara Sarana dan 5 490 - 8160
Prasarana

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Jalan, Jembatan

27 | dan Sumber Daya Air Wilayah 9 1,430 1 7244
Utara

Juru Operasi dan
a. Pemeliharaan Sumber S 490 9 11616

Daya Air

Petugas Operasi dan
b. Pemeliharaan Sumber S 490 4 5421

Daya Air

c Pemelihara Sarana dan 5 490 7 8160
Prasarana

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Jalan, Jembatan

28 | dan Sumber Daya Air Wilayah 9 1,430 1 7244
Bawean

Juru Operasi dan

a. Pemeliharaan Sumber 5 490 9 11616
Daya Air
Petugas Operasi dan

b. Pemeliharaan Sumber 4 5421
Daya Air

c. Pemelihara Sarana dan 5 490 7 8160
Prasarana

d. Kepala UPT Peralatan 0 0 1 1468

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Air Limbah

29 Domestik ? 1,430 ! 1988

a. Analis Penyuluhar} dan 7 890 1 1500
Layanan Informasi

b. Penata Penyehatan 7 890 3 4303

Lingkungan Permukiman

c. Teknisi Pemeliharaan 5 490 17 20750
Sarana dan Prasarana

Pengadministrasi Umum 5 490 2 2244
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REKAP HASIL ANALISA JABATAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Dan Perumahan

KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
No. NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 | Kepala Di 14
epala Dinas 2685 1 4908.75
2 | Sekretaris 12 2115 1 3814.75
3 | Kepala Subbag Umum dan 9 1430
. 1 3223.5
Kepegawaian
4 | a. Pranata Barang dan Jasa 6 690 2 2661.5
. P ini i 4
S | b. Pengadministrasi S 90 5 9550
Persuratan
6 | c. Pramu Kebersihan 1 190 1 1505
7 | Kepala Subbag Keuangan 9 1430 1 2574
8 | a. Bendahara 7 890 2 1895.5
9 | b. Penyusun Laporan 7 890
K i P 2 2405
euangan
10 | c. Pengelolaan Realisasai 6 690
Laporan Penerimaan Retribusi 2 1927.5
Daerah
11 | d. Pengadministrasi keuangan 5 490 1 1531
12 | Kepala Subbag Program dan 9 1430
1 1550.5
Pelaporan
13 | a. Penyusun Rencana 7 890
. 3 3519.25
Kegiatan dan Anggaran
14 | Kepala Bidang Rumah 11 2645
U 1 3303.75
mum
15 | Kepala Seksi Pendataan dan 9 1430
1 3355
Perencanaan Rumah Umum
16 | a. Analis Perencanaan 7 890
Wilayah Perumahan 2 2467.5
17 | b. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
18 | Kepala Seksi Penyediaan 9 1430
1 3157.5
Rumah Umum
19 | a. Pengawas Tata bangunan 7 890
2 2690
dan Perumahan
20 | b. Pengolah Data 6 690 2 2880
21 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1430
1 .
dan Evaluasi Rumah Umum 2986.25
22 | a. Pengola data 6 690 1 1471.25
3 | b.P Tata B 7 890
2 engawas Tata Bangunan 5 2690
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No NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
) JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
4 | Kepala Bid R h 11 645
2 epala Bidang Ruma 2 1 3388.95
Swadaya
25 | Kepala Seksi Pendataan dan 9 1430
1 3105
Perencanaan Swadaya
26 | a. .Anahs Perencanaan 7 890 5 24675
Wilayah Perumahan
27 | b. Analis Perumahan 7 890 2 2571.25
8 .P lola P han D 6 690
2 c enge' ola Perumahan Dan 5 9205
Permukiman
29 | Kepala Seksi Penyediaan 9 1430
Rumah Swadaya 1 2665
30 | a. Juru Survey Permukiman 5 490
3 3535
Perumahan
31 | b. Penilai Properti 7 890 2 2690
3 .P lola P han D 6 690
2 |c enge' ola Perumahan Dan 3 3737 5
Permukiman
33 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1430
dan Evaluasi Rumah 1 2705
Swadaya
34 | a. Pengawas Tata Bangunan 7 890
2 2690
Dan Perumahan
35 | b. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
Kepala Bi K 11 4
36 epala .1dang awasan 2645 1 3016.25
Permukiman
37 | Kepala Seksi Pendataan dan 9 1430
Perencanaan Kawasan 1 3355
Permukiman
38 | a. Penyusun Rencana 7 890
Perlindungan Dan Pelestarian 2 2467.5
Kawasan
39 | b. Analis Penataan Kawasan 7 890 1 1585
40 | c. Pengolah Data 6 690 0
41 | Kepala Seksi Pencegahan 9 1430
dan Peningkatan Kualitas 1 3355
Kawasan Permukiman
42 | a. Penyusun Rencana 7 890
. 1 1542.5
Konservasi Kawasan
43 | b. Juru Survey Permukiman S 490
1 1851.25
Perumahan
44 | Kepala Seksi Pemanfaatan 9 1430
dan Pengendalian Kawasan 1 2481.25
Permukiman
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No. NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA

45 | a. Analis Penataan Kawasan 7 890 1 1706.25
46 | b. Analis Konservasi Kawasan 7 890 1 1660
47 | c. Pengolah Data 6 690 1 1585
48 | Kepala Bidang Prasarana dan 11 2645

Sarana Utilitas Umum (PSU) 1 3400
49 | Kepala Seksi Perencanaan 9 1430

Prasarana dan Sarana 1 1751.5

Utilitas Umum
50 | a. Juru Survey Permukiman 5 490

Perumahan 3 3400
51 | b. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
52 | c. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1531
53 | Kepala Seksi Pelaksanaan 9 1430

Prasarana dan Sarana 1 2646.25

Utilitas Umum
54 | a. Pengawas Operasi Utilitas 7 890 3 4125.25
55 | b. Pengelola perumahan dan 6 690

pemukiman 1 1423
56 | c. Pengolah Data 6 690 1 1471.25
57 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1430

dan Evaluasi Prasarana dan 1 1845.5

Sarana Utilitas Umum
58 | a. Petugas Keamanan 3 340 3 3946.25
59 | b. Pramu Kebersihan 1 190 17 21547.5
60 | c. Teknisi listrik dan jaringan ) 490 3 3701.25
61 | d. Pengadministrasian umum 5 490 4 4820
62 | e. Koordinattor 7 890 6 7490

REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN

NO NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA

Kepala Dinas Pariwisata dan

14 865 1 4523
Kebudayaan 2 2

Sekretaris Di Pariwisat
5 ekretaris Dinas Pariwisata 12 2115 1 3338
dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

9 1430 1

4 a. Pengelola Pemanfaatan 6 690 2
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Barang Milik Daerah
5 b. Pengadministrasi sarana 5 490 5 2816
dan prasarana
P k h 7
6 | Penyusunkebutuhan 890 1 1765
barang Inventaris
d. Pengemudi 3 340 1 1648
e. Pengadministrasi Umum S 490 1 1818
9 ¢ Pengadmu.nstram 5 490 1 1788
Kepegawaian
10 | g. Pramu Kebersihan 1 190 2 2594
11 | Pengelola data laporan 6 690 5 2496
dan pengaduan
12 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1430 1 2746
13 | a. Bendahara 7 890 1 1804
14 | b. Pengolah daftar Gaji 6 690 1 1538
P . . . 5
15 | e enga.dm1n1stras1 490 1 1693
Penerimaan
. . . 5
16 |4 Pengadministrasi 490 5 2949
Keuangan
17 Kepala Sub Bagian Program 3 1 5863
dan Pelaporan
P R 7
18 | o _ oyuSHn Tencana 890 2 2663
Program dan Pelaporan
P lola P 6
19 | b. enge ola Program dan 690 1 1650
Kegiatan
Kepala Bidang
20 | Pengembangan Destinasi 11 2045 1 1513
Pariwisata
01 Kepala'Sek§1 lf’engembangan 3 1295 1 1449
Industri Pariwisata
22 | a. Pengawas perhotelan 7 890 1 1413
6
93 Penge%olfel Usaha 690 1 1859
Kepariwisataan
Kepala Seksi Pengembangan
24 | Pariwisata dan Tata Kelola 9 1430 1 1449
Destinasi
25 | a. Analis Objek Wisata 7 890 1 1500
26 | b. Analis Pariwisata 7 890 1 1415
27 | c. Pemandu Wisata S 490 1 1353
28 | d. Penyuluh Wisata 7 890 1
K la Bi P
29 epa.a idang Pemasaran 11 2045 1
Pariwisata
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Kepurbakalaan
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Kepal ksi
30 epala Se 31.S?rana dan 3 1295 1 1405
Informasi Pariwisata
31 | a. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1311
39 Penge'lol'a informasi 6 690 ) 1309
kepariwisataan
Kepala Seksi Pendataan dan
33 | Pengembangan Pasar 8 1295 1 2421
Pariwisata
Pengelola Data 6
34 | a. Administrasi dan 690 1 1393
Verifikasi
35 | b. Analis Data dan Informasi 7 890 1 1456
36 Kepala Seksi Promosi dan 3 1295 1 5019
Kerjasama
Pengelola Usaha 6
37 | a. Pemasaran Dan Promosi 690 1 1715
Wisata
38 | b. PengelolaL. Pr‘omosi dan 6 690 1 1765
Informasi Wisata
39 Kepala Bidang Kebudayaan 11 2045 1 1785
Kepala Seksi Pelestarian
40 8 1295 1 2078
Budaya dan Nilai Tradisi
41 | a. Pengadministrasi Umum 5 490 1 1343
P lola D 6
ag |p, rengelolabata 690 1 1512
Pengemasan Nilai Budaya
. . 6
43 | o Pengelola Data Nilai 690 1 1512
Budaya
6
44 | d. Pengelola Data kekayaan 690 1 1404
Budaya
45 | Kepala Seksi Kesenian 8 1295 1 2105
P i 6
46 | a. engelola data kesenian 690 1 1418
dan perfilman
47 | b. Kurator seni 7 890 1 1738
Analis Pelaksanaan 7
48 | c. program sertifikasi SDM 890 1 1546
Kebudayaan
Pengadministrasi 5
49 | d. kesenian dan Budaya 490 1 1813
Daerah
50 Kepala Seksi Sejarah dan 3 1295 1




KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO NAMA JABATAN
JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Analis Penetapan Cagar 7
51 | a. Budaya dan koleksi 890 2 2444
museum
Analis Pengembangan 7
52 | b. Cagar Budaya dan Koleksi 890 1 1799
Museum
53 | c. Analis Sumber sejarah 7 890 1 1799
54 | d. Kurator koleksi museum 7 890 2 2298
ss | e Pemelihara koleksi dan S 490 5 2194
museum
REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK
KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
No NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 Kepala Kepemudaan Dan 14 1
Olahraga 2,865 4,146
2 | Sekretaris 12 2,115 1 3,276
3 Kepala Subbag Umum Dan 9 1
Kepegawaian 1,430 1,809
a Pengelola Pemanfaatan 6 1
" Barang Milik Daerah 690 1,312
b. Pengelola Dokumentasi 6 690 1 1,337
c Pengadminitrasi 5 9
" Persuratan 490 2,283
d Pengadminitrasi 5 1
" Kepegawaian 490 1,765
e. Pramu Kebersihan 1 190 1 1,300
4 Kepala Subbag Keuangan, 9 1
Program Dan Pelaporan 1,430 1,788
a. Bendahara 7 390 1 1,574
b Pengadminitrasi 5 5
" Keuangan 490 3,032
c. Pengelola Gaji 690 1 1,681
d. Pengelola Data 690 3
) Kepala Bidang Olahraga 11 2,090 1
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KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
No b FSeS i JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
6 Kepala Seksi Sarana Dan 9 1
Prasarana Olah Raga 1,430 1,662
Pengelola Penataan 6 5
Sarana Dan Prasarana 690 5,973
b. Analis Keolahragaan 7 890 3 3,234
7 Kepala Seksi Olah Raga 9 1
Rekreasi 1,430 1,769
a. Pengawas Olahraga S 490 2 1,888
b. Penyuluh Olah Raga 7 890 1 1,314
c Kepala Seksi Olah Raga 9 1
" Prestasi 1,430 1,859
d. Pengawas Olahraga 5 490 3 3,266
e. Penyuluh Olah Raga 7 890 3 3,638
8 Kepala Bidang Kepemudaan 11 2,090 1 2,273
9 Kepala Seksi Organisasi 9 1
Kepemudaan 1,430 1,765
Pengelola Organisasi
a. Politik Dan Organisasi 6 690 1 1,365
Kemasyarakatan
b. Pengolah Data 6 690 1 1,428
Kepala Seksi Minat Bakat Dan
10 Pemuda Produktif 9 1,430 1 1,694
Penyusun Bahan
a. Pembinaan Minat Dan 7 390 1 1,500
Bakat
b Pengelola Program Dan 6 1
" Kegiatan 690 1,650
11 Kepala Seksi Karang Taruna 9 1
Dan Kepramukaan 1,430 1,764
a. Penyuluh Kepemudaan 7 890 2 2,625
b. Analis Kepemudaan 7 890 1 1,621
REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
1 Kepala Dinas Pertanahan 14 2.865 1
2 Sekretaris Dinas Pertanahan 12 2,115 1
3 Kepala Sub Bagian Keuangan, 9 1
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NAMA JABATAN KELAS NILAI KEBUTUHAN | BEBAN
NO JABATAN | JABATAN PEGAWAI KERJA
Program dan Pelaporan 1,430 2,113
a Pengadministrasi 5 1
" Perencanaan dan Program 490 1,641
b. Bendahara 7 890 2 2,751
c. Verifikator Keuangan 6 690 1 1,410
4 Kepala Sub Bagian Umum 8 1
dan Kepegawaian 1,295 1,815
a. Pengadministrasi Umum S 490 1 1,700
Pengelola Pemanfaatan 6 1
Barang Milik Daerah 690 1,691
Kepala Bidang Administrasi
) Pertanahan 11 2,045 1 2,997
6 Kepala Seksi Pemetaan dan 9 1
Pendataan Tanah 1,430 1,438
Pengelola Alat
a. Pengukuran dan 6 690 1 1,348
Pemetaan
b Pengelola Informasi 6 9
" Pertanahan 690 2,356
- Kepala Seksi Sertifikasi Tanah 9 1
Pemerintah Daerah 1,430 1,986
a Pengadministrasi S 1
" Pertanahan 490 1,524
Analis Permohonan Hak
b. Tanah Dan Pendaftaran 7 890 1 1,570
Tanah
Pengelola Survei,
c. Pengukuran Dan 6 690 1 1,570
Pemetaan
Pengolah Data
d. Pengukuran Dan 6 690 1 1,348
Pemetaan
3 Kepala Bidang Pengadaan 11 1
Lahan 2,045 2,557
9 Kepala Seksi Pembinaan 8 1
Pertanahan 1,295 1,620
Pengelola Data Fasilitasi 6
a. Penyelesaian 1
Permasalahan Pertanahan 690 1,586
b Pengelola Sengketa 6 1
" Konflik Pertanahan 690 1,388
10 Kepala Seksi Pembebasan 9 1
Tanah 1,430 2,315
a Penelaah Pengadaan 7 5
" Tanah 890 1,880
b Pengelola Pengadaan 6 1
" Tanah 690
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3.5 Kemampuan Keuangan Daerah
Salah satu pertimbangan dalam pengembangan perangkat Daerah
adalah kemampuan keuangan daerah, untuk itu dalam rangka
membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu
dilakukan kajian atas kemampuan keuangan daerah untuk
digunakan sebagai pertimbangan dalam menghitung
ketercukupan anggaran. Sesuai hasil pemetaan dalam evaluasi
perangkat daerah, maka focus kajian diarahkan pada belanja
operasional Dinas pada perangkat yang akan dikembangkan dan
menyelaraskan perangkat daerah terhadap tujuan dan sasaran
RPJMD, adapun perangkat daerah dimaksud adalah sebagai
berikut :
PENGGABUNGAN DARI
1. DINAS PU DAN TATA RUANG
2. DINAS PERUMAHAN KAWASAN DAN PERMUKIMAN
3. DINAS PERTANAHAN

ANGGARAN SEBELUM PENGGABUNGAN:
NO | JENIS BELANJA JUMLAH KET.
BELANJA OPERASIONAL Rp. 31.848.594.876

1. Gaji Dan Tunjangan Rp. 26.527.898.338

2. Administrasi Rp. 2.630.836.483
Perkantoran /
Operasional Kantor
Sekretariat

3. Bidang/Urusan Rp. 392.689.860.055

ANGGARAN SETELAH PENGGABUNGAN:

NO | JENIS BELANJA JUMLAH KET.

BELANJA OPERASIONAL Rp.426.030.935.174

1. Gaji Dan Tunjangan Rp. 22.610.215.338

2. Administrasi Rp. 10.730.859.781
Perkantoran
/Operasional Kantor
Sekretariat

3. Bidang/Urusan Rp.392.689.860.055

EFISIENSI : Rp. 5.817.659.702
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PENGGABUNGAN DINAS KEPEMUDAAN

DENGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

ANGGARAN SEBELUM PENGGABUNGAN :

DAN OLAH RAGA

NO | JENIS BELANJA JUMLAH KET.
BELANJA OPERASIONAL Rp. 26.347.109.436
1. Gaji Dan Tunjangan Rp. 7.842.458.000
2. Administrasi Rp. 4.909.043.859
Perkantoran
/Operasional Kantor
Sekretariat
3. Bidang/Urusan Rp. 3.595.607.577
ANGGARAN SETELAH PENGGABUNGAN:
NO JENIS BELANJA JUMLAH KET.
Belanja Operasional Rp. 18.806.811.595
1. Gaji Dan Tunjangan Rp. 3.249.414.000
2. Administrasi Rp. 1.961.790.018
Perkantoran
/Operasional Kantor
Sekretariat
3. Bidang/Urusan Rp. 13.595.607.577

EFISIENSI : Rp. 7.540.297.841
TOTAL EFISIENSI SEBESAR :
Rp.5.817.659.702+Rp. 7.540.297.841 = Rp. 13.357.957.543

PROYEKSI

KEBUTUHAN ANGGARAN OPERASIONAL

PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN TIPE C :

No

Perogram/Kegiatan

Sebelumnya

Sesudahnya

1.

Pencegahan,Pengendalia
n,Pemadaman,
Penyelamatan dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Rp. 3.498.399.799

Rp. 6.996.799.598
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Kebakaran dalam Daerah
2. | Pemberdayaan Rp. 5.000.000 | Rp. 20.000.000
Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran/
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran melalui
Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat

3. | Inspeksi Peralatan Rp. 294.999.832 | Rp. 1.179.999.328
Proteksi Kebakaran/
Pendataan Sarana dan
Prasarana Proteksi
Kebakaran

4. | Program Peningkatan Rp. 2.090.640.000 | Rp. 4.181.280.000
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran/ Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pencegahan Bahaya
Kebakaran

Rp. 5.889.039.631 | Rp.12.378.078.926

3.6 Implikasi Penerapan Peraturan Daerah yang Baru Terhadap
Kinerja Perangkat Daerah

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka
diharapkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas
pada sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran
diharapkan akan menjadi lebih baik. Dengan dibentuknya Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dalam pelaksanaan
kerjasama dengan mitra pemerintah dan upaya untuk mendorong
peran serta masyarakat secara aktif dalam pencegahan peristiwa
kebakaran dan menangani permasalahan keselamatan terhadap
masyarakat mudah untuk ditingkatkan.

Terhadap perubahan dengan melakukan penggabungan atas
pelaksanaan urusan akan memudahkan Pemerintah Kabupaten
dalam hal menyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun beberapa perubahan
sebagai ikutan dari perubahan kedua atas peraturan daerah
Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 ini antara lain :

1. Bertambahnya perangkat daerah yaitu Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelematan;
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2. Berkurangnya Jumlah Perangkat Daerah akibat penggabungan
yaitu :
a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
b. Dinas Pertanahan.

3. Perubahan Nomenklatur Pada Dinas Pelaksana Urusan Pekerjaan
Umum;

4. Perubahan Nomenklatur Pada Dinas Pelaksana Urusan
Perumahan dan Permukiman
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JANGKAUAN, ARAH '""B'A'B
PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini adalah
untuk mewadahi sub urusan pemadam kebakaran kedalam bentuk
Dinas tersendiri dan untuk kepentingan restrukturisasi perangkat
daerah yang diselaraskan diselaraskan dengan Visi dan Misi Nawa
Karsa dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan yang menjadi target yang akan diwujudkan
oleh peraturan daerah ini adalah untuk merubah Nomenklatur
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik. Rancangan peraturan daerah ini
juga bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah
daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah
dan mengoptimalkan potensi daerah dalam mewujudkan Gresik Baru
yang lebih maju.

C. Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah ini mengatur tentang Sub Urusan Pemadam
Kebakaran dalam lembaga perangkat daerah tersendiri dan merubah
Nomenklatur Perangkat Daerah sesuai rumpun wurusan dan
keselarasan program terhadap Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Gresik.
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BAB

PENUTUP
Kesimpulan dan Saran

Penataan organisasi perangkat daerah merupakah hal yang biasa
dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah
daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari
proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai
kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi
perangkat daerah, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih
efektif dan efisien. Penataan organisasi tidak selalu harus berupa
rasionalisasi (downsizing) karena bisa juga berupa penggabungan
(merger) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun,
bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk
mendukung visi dan misi organisasi. Karena itu, paradigma baru yang
seyogianya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah
adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar
miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat
daerah secara benar(rightsizing), bukan sekedar downsizing,

Demikian pula dari sisi waktu, masa aktif suatu organisasi
sangat beragam, ada yang dipertahankan aktif untuk jangka waktu
lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu. Hal
itu merupakan strategi untuk menangani masalah yang bersifat
mendesak (crash program) atau ditujukan untuk mempersiapkan
langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu program. Dengan
kata lain, kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh peran yang
akan dilakukan oleh organisasi. Untuk itu pengaturan penataan
organisasi perangkat daerah, diperlukan regulasi yang luwes dan
adaptif.

Dalam kajian ini terdapat beberapa simpulan dan saran sebagai
berikut :
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1) Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
selain merupakan amanah Peraturan juga merupakan prioritas
penyelesaian permasalahan Kabupaten Gresik yang berkembang
dengan begitu pesat khususnya kawasan perumahan dan
kawasan perindustrian;

2) Pada Dinas Pertanahan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
keterkaitan langsung terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Gresik relative sedikit, selaintu dari perhitungan
Analisas Beban Kerjanya masih memungkinkan dilakukan
penggabungan dengan perangkat daerah serumpun yang memiliki
kedekatan fungsi, sehingga mencerminkan perangkat daerah yang
tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan prinsip rasional,
proporsional, efektif, dan efisien.

3) Diperlukan adanya kajian lebih lanjut terkait dengan
kemungkinan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sector
Ritribusi Alat Pemadam Kebakaran;

4) Diperlukan adanya kajian lebih lanjut terkait dengan ketersediaan
jaringan Hidran.
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